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ABSTRACTION
BIREM BAYEUN SOCIETY PARTICIPATION PROCESS IN
DEVELOPMENT
PLANNING AT BAPPEDA EAST ACEH
Saiful
The Open University
Email : saiful_1959@Yahoo.co.id
Keyword: Participation, Planning, Development

The purpose of this study is to analyze the process of public participation
in the planning of building and also to know the implementation of the
implementation of development planning meetings (Musrenbang) both the village
level, district level and district organized and coordinated by Bappeda in District
Birem Bayeun East Aceh regency. ‘

In accordance with the titles mentioned above, then the population in this
study are all in Sub Birem Bayeun Village with a total 27 villages (villages) and
the government both in Bappeda Aceh Timur and District \Head Office Birem
Bayeun and community leaders and NGOs in Sub Birem Bayeun. The research
sample was determined by means of deliberately composed of eight Head Village
Gampung, one Sub Sub Section Bangdes Biretn /Bayeun and one Head of
Subdivision of Planning and Reporting in East/Aceh Regency Bappeda and four
community leaders and NGOs, in the subdistrict of Birem Bayeun.

The analysis used in the processing of research data is qualitative analysis.
Data obtained from the interview, questioner, observations and qualitatively
analyzed to produce descriptive data it the form of words written or spoken of the
people and the attitude-behavior can be observed.

The results showed that“the District Bappeda Aceh Timur, was given
authority of Congress to implement the Development Planning (Musrenbang), in
this case the focus point, 6f research on the process of Community Participation in
Development Planning process flow from village level, District and County which
is the scope of space research in the District Birem Bayuen in East Aceh Regency
Bappeda. Aspiration Penjaringan Musrenbang as a vehicle for community
participation.in planning and development in the Village / Village, District, and
District, in, orderto get a consensus range of development priorities. However
Musrenbangdés not held as mandated in legislation.

Based on the mechanism network aspirations in development planning in
each year in which public participation through Musrenbang in the District,
village / gampung, most have not been optimally implemented, this is clearly seen
that has not seen the participation of NGOs, CSOs and the DPRK as a member of
the legislature for the constituency in the elections ago, which became the
society's expectations in accommodating the aspirations of the undercurrent, and
also to convey the main points of the thought of preparing the annual development
plan in favor to the people.
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ABSTRAK
PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN BIREM BAYEUN PADA
BAPPEDA ACEH TIMUR
Saiful
Universitas Terbuka
Saiful_1959@yahoo.co.id

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa proses partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan dan mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan
musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat desa, tingkat
kecamatan dan kabupaten yang diselenggarakan dalam koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kecamatan Rirem Bayeun
Kabupaten Aceh Timur.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan di atas) maka yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh GampongDalam Kecamatan Birem
Bayeun dengan jumlah 27 kampung (desa) dan perangkat pemerintahan baik di
Bappeda Aceh Timur maupun Kantor Camat Bireni\Bayeun serta tokoh-tokoh
masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat{ (LSM) yang ada di Kecamatan
Birem Bayeun. Adapun sampel penelitian ini diambil dengan cara sengaja terdiri
atas delapan Kepala Desa/Gampung,sati . Kasubbag Bangdes Kecamatan Birem
Bayeun dan satu Kasubbag Perencanaan dafi Pelaporan pada Bappeda Kabupaten
Aceh Timur serta empat orang tékoh) masyarakat dan LSM, dalam wilayah
Kecamatan Birem Bayeun.

Analisis yang dipergunakan~dalam pengolahan data penelitian adalah
analisis kualitatif. Data yang _diperoleh dari wawancara, quesioner , pengamatan
dan dianalisis secara Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku-perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian” menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Aceh Timur
telah diberikan ‘kewewenangan untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), dalam hal ini titik Fokus Penelitian pada proses
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang alur prosesnya dari
tingkat Desa, Kecamatan dan Kabfipaten yang merupakan ruang Lingkup
Penelitian di Kecamatan Birem Bayuen pada Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
Musrenbang sebagai wahana Penjaringan Aspirasi dan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Gampong, Kecamatan, dan
Kabupaten, dalam rangka untuk mendapatkan konsensus berbagai skala prioritas
pembangunan. Namun Musrenbangdes belum diselenggarakan sebagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan mekanisme penjaringan  aspirasi dalam perencanaan
pembangunan pada setiap tahun dimana partisipasi masyarakat melalui
Musrenbang di Kecamatan ,desa/gampung, sebagian besar belum optimal
dilaksanakan, hal ini jelas terlihat bahwa belum kelihatan adanya keikutsertaan
LSM, OMS dan DPRK sebagai anggota legislatif untuk daerah pemilihan pada
pemilu yang lalu, yang menjadi harapan masyarakat dalam menampung aspirasi
dari arus bawah, serta dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang memihak kepada rakyat.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good governance merupakan suatu tatanan pemerintahan yang dapat
menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab kepada rakyat karena
output dan outcomenya memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui
pelayanan prima yang mencerminkan pemerintahan yang akuntabel; produktif,
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 4 Upaya mewujudkan
pemerintahan yang menerapkan prinsip good govermarice telah teituang dalam
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999¢eritarig Pemerintahan Daerah yang
kemudian diganti dengan UU Nomor (324Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan khusus untuk Provinsityanggroe Aceh Darussalam diberlakukan UU
Nomor 11 Tahun 2006 tentang”Penierintahan Aceh harus dipahami secara utuh
dan menyeluruh untukdapat® dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Diberlaku-
kannya UU Nomor, IT tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan berarti
peraturan perundang-undangan yang lain tidak berlaku lagi sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang yang baru (Nurjaman, 2004).

Untuk proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
Undang-undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa guna menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota, maka masyarakat berhak

terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang
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penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota melalui pen-
jaringan aspirasi dari bawah (UU Nomor 11 Tahun 2006).

Perubahan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari azas sentralisasi
menjadi azas desentralilasi membawa pengaruh terhadap perencanaan
pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda Kabupaten Aceh
Timur. Diberlakukannya otonomi daerah pada satu sisi membawa kebaikan
melalui pelibatan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan pada tingkat desa. Disisi lain  agar pembangunan
kedepan lebih terarah, perlu konsep perencanaan-~jangka panjang yang
memperhatikan berbagai aspek, baik sosial budaya, politik;’ hukum, maupun aspek
ekonomi vang memprioritaskan penanggulangan“kemiskinan dan mengurangi
pengangguran, berpihak kepada rakyat;” sérta pembangunan pedesaan yang
berbasis pertanian, industn kecil dan‘meii€ngah, memanfaatkan sumber daya yang
tersedia dan sesuai dengam, potensi yang dimiliki agar dapat diwujudkan
masyarakat yang sejahtera’lahir dan batin sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sesuai dengan,pasal 14 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaar\Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) daerah yang merupakan penyebaran visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rancangan
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional. Untuk itu perlu disusun dokumen RPJM yang menjadi landasan hukum

bagi perencanaan anggaran pembangunan daerah di Kecamatan Birem Bayeun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

3

Kabupaten Aceh Timur dalam bidang ekonomi dan infrastruktur sosial budaya
yang sifatnya sistematis, terukur, konfrehensif, transparan, dan akuntabel
berdasarkan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
kecamatan.
RPJM Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2G12 memuat tahapan
dalam mekanisme perencanaan dan penyelenggaraan sebagai berikut
1. Proses politik pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi

dalam RPJMD.

o

Proses Teknokratik; perencanaan yang dilakukKan “oleh perencana yang

profesional atau lembaga/unit yang secard fungstonal melakukan perencanaan

khususnya dalam penetapan peran, furigsi dan berkompetensi lembaga

perencanaan.

3. Proses Partisipatif, perencandan yang melibatkan masyarakat antara lain
melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

4. Proses Bortom\!Up dan Top Down; Perencanaan yang aliran prosesnya dari
bawah ke.atas dan dari atas ke bawah atau hirarkhi pemerintahan.

Titik berat proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun
yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Aceh Timur adalah perencanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.
Prioritas pembangunan dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, baik pada
tingkat desa, kecamatan, maupun Kabupaten sebagai wahana menjaring aspirasi

dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang
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dibangun dengan pendekatan bottom up dan top down. Melalui mekanisme ini,
seluruh kepentingan diupayakan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan
dengan di koordinasi dan fasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
Penyelenggaraan Musrenbang tahunan per jenjang (mulai dari tingkat desa
sampai dengan tingkat nasional) dilaksanakan sesuai dengan Surat Kementerian

Negara Perencanaaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor

284/Ses/01/2008 sebagai berikut,

1. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan sepanjang bulan Jantari sampai
paling lambat akhir bulan Januvari seluruh ~Desa/Kelurahan telah
melaksanakannya.

2. Musrenbang Kecamatan sekitar bulan <Februari dan paling lambai akhir
minggu ke 3 bulan Februari seluruli Kecamatan sudah selesai melaksa-
nakannya Musrenbang Kecamatan,

3. Forum Satuan Kerja~\Pemerintah Daerah (SKPD)/Gabungan SKPD
Kabupaten; dilaksanakan antara minggu ke 2 Februar sampai dengan akhir
minggu ke 1 bulan Maret.

4. Musrenbang Daerah Kabupaten di laksanakan sepanjang bulan Maret.

5. Musrenbang Pusat dilaksanakan pada akhir bulan Maret.

6. Forum SKPD/Gabungan SKPD Propinsi dilaksanakan paling lambat minggu
ke 2 bulan Maret.

7. Musrenbang Propinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

8. Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan

pada akhir bulan April.
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Pelaksanaan Musrenbang harus memperhatikan empat prinsip, sesuai
dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangnan Daerah (Dirjen
Pembangunan Daerah, 2008) sebagai berikut,

1. Inklusif, memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku
kepentingan.

2. Relevan; melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu inereka
yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh)
dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi-dan urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah.

3. Sensitif Gender, memastikan bahwa baik laki“laki maupun perempuan
mempunyal akses yang sama pada pefigambiian keputusan perencanaan
pembangunan.

4. Partisipatif dan Interaktif, proses, penibahasan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis,
interpretasi informdsis” matpun pengembangan kesepakatan untuk pengam-
bilan keputusan,

Untuk_lebil terfokusnya proses partisipasi masyarakat di semua jenjang
pemerintahan selama proses perencanaan pembangunan, dalam Musrenbang
dihasilkan beberapa dokumen sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pembangnan Daerah (Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri, 2008) sebagai

berikut,
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1. Keluaran Musrenbang tingkat desa dalam Kecamatan berupa:

a. Daftar Prioritas kegiatan pembangunan skala desa dengan tolak ukur
capaian kinerjanya yang akan didanai melalui dana bagi hasil/alokasi dana
desa, bantuan keuangan desa, dana swadaya masyarakat, dan sumber dana
program kegiatan lainnya.

b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan lengkap dengan tolak ukur
ketercapaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD
dan jalur kecamatan, namun masik akan dibahas dalam Musrenbang
Kecamatan dan/atau Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Aceh
Timur.

c. Daftar nama delegasi untuk mengikutiMusrenbang Kecamatan.

d. Berita acara Musrenbang Desa dalam Kecamatan Birem Bayeun.

2. Keluaran Musrenbang tingkat Keeanatan Birem Bayeun berupa

a. Daftar Prioritas kegiatan/pembangunan di wilayah Kecamatan Birem
Bayeun menurut\fangsi SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan
Musrenbang \Kabupaten yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh
Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

b. Daftar Delegasi Kecamatan Birem Bayeun untuk mengikuti forum SKPD
dan Musrenbang Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bappeda
Kabupaten Aceh Timur.

c. Berita Acara Musrenbang tahunan Kecamatan Birem Bayeun.
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3. Keluaran Musrenbang Kabupaten Aceh Timur, berupa :

a. Penetapan arah kebijakan prioritas pembangunan dan pagu indikatif
menurut fungsi/SKPD.

b. Daftar kegiatan prioritas dengan tolak ukur capaian kinerjanya yang sudah
dipilah menurut sumber pembiayaan dari APBK Kabupaten Aceh Timur,
APBA Propinsi, APBN dan Sumber pengeluaran lainnya.

c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten Aceh
Timur, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Pasat.

d. Rencana belanja bagi hasil pemerintah Propinsi’ ‘Nanggroe Aceh
Darussalam kepada pemerintah Kabupaten, Aceh Timur serta indikasi
belanja bantuan keuangan pemerintah”’Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam kepada Kabupaten Aceh Timur dan kepada pemerintahan desa
(untuk Rencana Kerja Pemérintah'Daerah (RKPD) Propinsi.

e. Rencana belanja bagi hasil’pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada
pemerintah desa, strta indikasi bantuan keuangan pemerintah Kabupaten
Aceh Timun kepada pemerintah desa (untuk RKPD Kabupaten Aceh
Timur).

f. Daftar delegasi Musrenbang Kabupaten Aceh Timur mengikuti proses
penyusunan APBK dan proses Musrenbang Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

g. Berita acara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dikoordinasikan

oleh Bappeda Kabunaten Aceh Timur.
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Untuk hasil yang optimal, masyarakat harus menyampaikan skala prioritas
kegiatan pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan di seluruh
tingkat (desa, Kecamatan dan kabupaten) perlu diimbangi dengan konsultasi
inklusif pibak eksekutif dan legislatif serta stakeholders non pemerintah yang
berpengaruh langsung terhadap isu dan permasalahan pembangunan di dalam
forum Musrenbang. Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda Kabupaten Aceh
Timur masih sering terabaikan dalam semua tingkatan (Kasubbag Bangdes
Kecamatan Birem Bayen, 2009). Kondisi ini tercermin, dari belum dilaksa-
nakannya proses partisipasi publik pada tingkat /desa serta belum adanya
keterlibatan DPRK untuk tingkat desa dam“KecCamatan untuk menyampaikan
pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan skdla perioritas pembangunan.

Hasil pengamatan sementara, yang dilakukan terkait dengan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan didaerah Kecamatan Birem Bayeun
Kabupaten Aceh Tiumuf smemperlihatkan masih dominannya perencanaan
pembangunan meélalui_pendekatan fop down.  Dengan kata lain, kewenangan
pemerintahdn pusat seolah-olah dipindahkan ke satuan kerja pemerintah daerah.
Pada gilirannya, pelaksanaan penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat pada
tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten tidak berjalan sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini empat contoh
yang mendasari kesimpulan belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan di daerah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh

Timur
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1. Anggota DPRK tidak hadir pada Musrenbang di tingkat Kecamatan Birem
Bayeun yang merupakan daerah pemilihan yang bersangkutan ketika
mencalonkan dini sebagai anggota DPRK.

2. Stakeholders non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh
masyarakat dan OMS) tidak hadir di Musrenbang tingkat Kecamatan
meskipun masukan mereka dibutuhkan untuk memilik kegiatan mana yang
merupakan hasil konsensus bersama untuk dijadikan prioritas pada
perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah.

3. Musrenbang di tingkat desa dalam Kecamatan Birem-Bayeun yang merupakan
wahana penyampaian dan penyaringan aspirasi\masyarakat dari arus bawah
belum dilaksanakannya sedangkan di tingKat Kecamatan sudah dilaksanakan.

4. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabdpaten belum dilakukan. Forum ini
penting karena dalam forunt imi ‘dilakukan pembahasan dan konsolidasi
program/kegiatan untuk.memperoleh kesepakatan bersama mengenai program
kegiatan yang akari\dilaksanakan pada tahun yang direncanankan termasuk
prioritas dan ‘cara pérencanaan kerja dengan cara membahas dan mensiner-
gikan aftara prioritas kagiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan
dengan rencana kerja SKPD yang bersumber dari renstra SKPD.

B. Perumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian

latar belakang maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut,
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1. Bagaimanakah proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pem-
bangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
2. Bagaimanakah keterlibatan stakeholders non-pemerintah dalam semua tingkat
penjaringan aspirasi dan partisipasi padsa pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan, baik tingkat desa, tingkat Kecamatan dan
Kabupaten yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda

Kabupaten Aceh Timur.

(3]

Bagaimanakah pelaksanaan forum partisipasi masyarakat tingkat
desa/Gampung, di Kecamatan Birem Bayeun yang . difasilitasi  dan
dikoordinasikan Oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses paftisipasi masyarakat dalam perencanaan pem-
bangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda Kabupaten Aceh

Timur.

o

Untuk mengetahui keterlibatan stakeholders non Pemerintah dalam semua
tingkat “penjaringan aspirasi dan partisipasi pada pelaksanaan Musrenbang
baik tingkat desa, tingkat Kecamatan dan kabupaten yang diselenggarakan
dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

3. Untuk mendeskrepsikan pelakasanaan forum Partisipasi masyarakat tingkat
desa/Gampong diKecamatan Birem Bayeun vyang difasilitasi dan

dikooordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
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D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai proses
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, baik secara akademik
maupun praktis

1. Kegunaan akademis. Hasil Penelitian memberikan gambaran yang
sebenarnya dilapangan serta diharapkan dapat memperkaya tecri yang
berkaitan dengan  proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun yang di koordmasikan dan
diselenggarakan oieh Bappeda Kabupaten Aceh Timur, scrfa dapat dijadikan
bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang ‘%berhubungan dengan adanya
keterwakilan masyarakat dalam forum muSrenbdng.

2. Kegunaan praktis. Hasil Penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk
menyelesaikan hambatan dan kendala yang dihadapi lembaga teknis, dalam
hal ini Bappeda yang merupakan lembaga penyelenggaraan Musrenbang di
daerah dan juga Badan-Koordinasi antar sektoral (SKPD) yang ada di
Kabupaten Aeeh, Timur, secara umum hasil penelitian ini dapat bermanfaat
dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat stakeholders non
Pemerintah (LSM, OMS, dan tokoh masyarakat) dan stakeholders Pemerintah
untuk bersama-sama dalam peleksanaan musren-bangdes, musrenbangcam
dan murenbangkab, sehingga menghasilkan formulasi untuk menentukan
arah didalam pembuatan sebuah kebijakan publik yang partisipatoris,

transparan dan akuntabel.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Partisipasi
a. Konsep Partisipasi.

Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang
beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. \Dalam konsep
pembangunan, pendekatan partisipasi paling tidak memiliki tiga makna. Pertama,
partisipasi dimaknai sebagai koniribusi masyarakat tinitulk meningkétkan efisiensi
dan efektifitas pembangunan dalam mempromoSikan proses demokratisasi dan
pemberdayaan. Kedua, partisipasi dikeleompokkan dalam partisipasi dalam
dikotomi instrumen (means) dan tujuan, (ends). Konsép ketiga, partisipasi adalah
elite capture yarg dimaknai Sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh
masyarakat, LSM, birokrasitdan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan
program-program, partisipatif, melakukan prakiik-praktik yang jauh dari prinsip
partisipasi (Cleaver; 2002 dalam Cooke & Kothari, 2002).

Sementara itu, dalam argumen efisiensi, Cleaver mengatakan bahwa
partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak
program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan
pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas
individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi

kehidupan mereka (Cleaver, 2002 dalam Cooke & Kothari, 2002).

12
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Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau
proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan
melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Asngan (2001)
menyatakan bahwa penggalangan partisipasi i1tu dilandasi adanya pengertian
bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu
saling berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam menggalang peran serta semua
pihak itu diperlukan terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan
terbinanya kebersamaan.  Selanjutnya Slamet (2003) meényatakan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah. sebagai ikut sertanya
masyarakat dalam pembangunan, dalam kegiatap‘kegiatan pembangunan, serta
dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-fiasil vpembangunan. Sementara itu
Gaventa & Valderama, 1999 (dalam AsSito,” 2004) mencatat ada tiga tradisi
konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang
demokratis yaitu (1) partisipasi pelitik, (2) partisipasi sosial, dan (3) partisipasi
warga. Berikut ini penjeldsan-dari ketiga hal tersebut.

a. Partisipasi Palitik, lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukan
wakil-wakil) rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif
dalam proses kepemerintahan itu sendiri.

b.  Partisipasi Sosial, partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat
terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pithak di luar proses
pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua
tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai

penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.  Partisipasi sosial
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sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi
sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial
sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan
komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana
pembelajaran dan mobilisasi sosial.

c. Partisipasi Warga, menekankan pada partisipasi langsung warga dalam
pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi
warga telah mengalibkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap
penerima derma atau kaum tersisth menuju ke suatu_kepedulian dengan
berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam_embuatan kebijakan dan
pengambilan keputusan di berbagai geldnggang kunci yang mempengaruhi
kehidupan mereka. Dengan demikran, berbeda dengan partisipasi sosial,
partisipasi warga memang “ lebili“berorientasi pada agenda penentuan
kebijakan publik oleh swarga /ketimbang menjadikan arena kebijakan publik
sebagai wahana pembelajaran.

Selanjutnya ‘menurut Effendi (2002), partisipasi terbagi atas partisipasi
vertikal dam horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena dapat terjadi dalam
kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program
pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan,
pengikat, atau klien. Sedangkan istilah partisipas: horizontal digunakan karena
pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap
anggota’kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya, baik

dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan
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dengan pihak lain. Menurut Effendi (2002), partisipasi seperti ini merupakan

tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara

mandiri.
Tujuan partisipasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004, tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan  tanggung
jawab pembangunan.

¢. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umuin’

d. Mendapatkan aspirasi masyarakat dan sebdgai~wahana untuk agredasi
kepentingan dan mobilitas dana partisipas1 Vinasyarakat dalam perencana
pembangunan, sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan
masyarakat dalam pengelolaarf pemerintahan daerah yang lebih terarah, untuk
menjamin terdapatnya -transparansi akuntablitas dan kepentingan umum
perumusan program’ dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi
masyarakat.

2. Tahap-Tahap Partisipasi

Masing-masing tahapan partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk
pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan
sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat

kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan
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keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat
dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang
memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses
pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah
setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).
b. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan

Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu partisipasi
dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam
tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaananerupakan tahapan yang
paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat, Ketc¢rlibatannya. Dalam tahap
perencanaan, orang sekaligus diajak turut miembuat keputusan yang mencakup
merumusan tujuan, maksud dan target.

Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah
mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat
dalam mengontrol darihXKetergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang
dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis
yang berasal dari“atas umumnva amat mendalam. Oleh karena keadaan ini,
peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab
mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu sistem
perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena
keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena
masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat

dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).
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¢. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai
partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara
sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain
pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang
lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut
sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam
tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemeératdan ’sumbangan
masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan\atau beragam bentuk
korbanan lainnya yang sepadar dengan manfaat yang-akan diterima oleh warga
yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).
d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dar evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan’ evaluasi program dan proyck pembangunan
sangat diperlukan. Bukan< Saja’ agar tujuannya dapat dicapai seperti yang
diharapkan, tetapi jugadiperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang
masalah-masalah~dan keéndala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan
yang bersangkutan. Dalam hal 1ni, partisipasi masyarakat mengumpulkan
informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat
pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).
e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur
terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil
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pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaaatan hasil

pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk

selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang

(Mardikanto, 2001).

3. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi

Tingkat kesukarelaan partisipasi dapat dibedakan dalam beberapa jenjang,
antara lain sebagai berikut,

a. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik
berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya.senditi.

b. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tGmbuh karena terinduksi oleh
adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, ‘pengaruh, dorongan) dari luar;
meskipun yang bersangkutan tetap  memiliki kebebasan penuh untuk
berpartisipasi.

c. Partisipasi tertekan oleh, kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena
adanya tekanan yarig/dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada
umumnya, atau‘peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-
nilai, atau) norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak
berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.

d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekoncmi, yaitu peranserta yang dilakukan
karena takut akan kehilangan status sosial atau mendernita kerugian/tidak

memperoleh bagian manfaat dan kegiatan yang dilaksanakan.
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e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena
takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah
diberlakukan (Dusseldorp, 1981).

4. Syarat Tumbuh Partisipasi

Margono Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur
pockok, yaitu 1) adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk
berpartisipasi, 2) adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan 3)
adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Lebih rinci Slamet (1993) menjelaskan tiga pefsyaratan yang menyangkut
kemauan, kemampuan dan kesempatan urituk ‘berpartisipasi adalah sebagai
berikut,

a. Kemauan

Secara psikologis kemaudn berpartisipasi muncul oleh adanya motif
intrinsik (dan dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan
atau tekanan dari\pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan
berpartisipa$i, sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang 1) Sikap untuk mening-
galkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, 2) Sikap terhadap penguasa
atau pelaksana pembangunan pada umumnya, 3) Sikap untuk selalu ingin
memperbaiki mutu hidep dan tidak cepat puas sendiri, 4) Sikap kebersamaan
untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan, dan 5)
Sikap kemandirian atav percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki

mutu hidupnya.
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b. Kemampuan

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan
baik itu antara lain adalah 1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, 2)
Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya
yang tersedia, dan 3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai
dengan pengetahuzan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

Robbins (1998) menyatakan kemampuan adalah kapasitas individu
melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lehihlanjut Robbins (1998)
menyatakan pada hakikatnya kemampuan individ@ teérsusun dari dua perangkat
faktor yaitu kemampuan intelektual dan kematnpuan fisik.
c. Kesempatan

Berbagai kesempatan untuk ‘berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh 1)
kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam
pembangunan, 2) kesernpatan‘untuk memperoleh informasi, 3) kesempatan untuk
memobilisasi dannmiemanfaatkan sumberdaya, 4) kesempatan untuk memperoleh
dan menggunakan teknologi tepat guna, 5) kesempatan untuk berorganisasi,
termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan
prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, dan 6) kesempatan untuk
mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan
mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara Mardikanto (1994) menyatakan bahwa pembangunan yang

partisipatoris tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai perbaikan kesejahteraan
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masyarakat (secara material), akan tetapi harus mampu menjadikan warga
masyarakatnya menjadi lebih kreatif. Karena itu setiap hubungan atau interaksi
antara orang luar dengan masyarakat sasaran yang sifatnya asimetris (seperti
menggurui, hak yang tidak sama dalam berbicara, serta mekanisme yang
menindas) tidak boleh terjadi. Dengan dimikian, setiap pelaksanaan aksi tidak
hanya dilakukan dengan mengirimkan orang dari luar ke dalam masyarakat
sasaran, akan tetapi secara bertahap harus semakin memanfaatkan orang-orang
dalam untuk merumuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam'masyarakatnya
sendiri.

5. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan yang demgkratis, konsep partisipasi masyarakat
merupakan salah satu konsep yang penting.Jearena berkaitan langsung dengan hakikat
demokrasi sebagai sistem pemerintatian yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan.

Partisipasi masyarakat -Sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak
masyarakat, terutamadalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi
masalah, mencari‘pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan
(Panudju, 19993

Menurut Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi
masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat
merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, keputuhan dan
sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta
proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
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perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut
dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul
anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam
pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun
mempunyal hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis
pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini sclaras dengan konsep man-centred
development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu
jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib mapusia dan tidak
sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masvarakat dalam preset pengambilan keputusan
yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan, unsur yang sungguh penting
dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka
pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan,
dan pengamalan demokrasi (Kartasasmita, 1996:145).

Menurut Siagian (2002 partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial,
politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

a. Dart pandangan.sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi
perkotaan'vang cenderung individualistik, tidak punya komitmien dan dalam kasus
yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan
mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.

b. Dart segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding
demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demckrasi dari
setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi

dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu
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dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan
gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen
mereka atau semua pihak yang akan terpengarub, dan sensitivitas pembuatan
keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

c. Dan segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar
gagasan dan prioriias, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta
ditennmanya proposal-proposal perencanaan.

d. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan-, tercapainya
hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota'dan menggantikan
perilaku they-we menjadi perilaku us.

Sementara itu menurut Sanoff (2000), tdjudn, ntama partisipasi adalah: (1)
untuk melibatkan masyarakat dalam proses-pembuatan desain keputusan; (2) untuk
melengkapi masyarakat dengan suaty suara-dalam membuat desain keputusan untuk
memperbaiki rencana; dan A3)“\ untuk mempromosikan masyarakat dengan
membawanya bersama sebagai bagian dar tujuan umum. Dengan partisipasi,
masyarakat secara aktif\bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang
lebih baik, semangatpublik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi
memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan
dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap
dan tidak harus kesetaraan.

Menurut Abe (2005), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat
adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat

dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan
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masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak
penting yaitu: (1) terhindar dan peluang terjadinya manipulasi, dan memperjelas apa
yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi
rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin
baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Schubeller (1996) menyatakan, bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dar:
pemberdayaan dan menurutnya ada4 (empat) pendekatan strategi partisipasi yaitu
(1) Community-Based Strategies. Merupakan bentuk paling dasay darr' pembangunan
partisipatif (2) Area-Based Strategies, merupakan bentuk umuwm dan program-
program pemerintah {3) Functionally-Based  strategdies,” merupakan  struktur
fungsional darni sistem infrastruktur sebagai kerangka referensi (4) Frocess-Based
Strategies, dimana memerlukan seluruh proses manajemen infrastruktur sebagai
kerangka referensi (6) Faktor-Faktor,yapg Mempengaruhi Partisipasi Masvarakat

Menurat Slamet (1994) Aakter-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat adalah jenis kelarmin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan
mata pencaharian. Faktorinternal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis,
tingkah laku indiyidt berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu:
a). Jenis Kelamir.

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan
adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang
terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria
dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan meiimbulkan perbedaan-
perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarmo (1992)

dalam Yulianti (2000), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini,
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golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita.
Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut
berpartisipasi.

b). Usia.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam
masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga
akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-
hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputisan Soedarno
(1992) dalam Yulianti (2000). Usia berpengaruh pada keaktifan Seseorang untuk
berpartisipasi (Slamet, 1994). Dalam bal ini golongan“tva“yang dianggap lebih
berpengalaman atau senior, akan lebih banyak me@mberikan pendapat dan dalam hal
menetapkan keputusan.
¢). Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya ,dengantingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam
Yulianti (2000) mengatakari~bahwa, salah satu karakteristik partisan dalam
pembangunan partisipatif vadalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-
usaha partisipasi-yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor
yang mempengarihi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi
latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang
pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor
pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh,
seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap

mnovasi,
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d). Tingkat Penghasilan.

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut
Barros (1993) dalam Yulianti (2000), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan
membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara
penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal
tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi
masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan
finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan\ bersedia untuk
mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai,akan sestai dengan
keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam\Panudju, 1999).

e). Mata Pencaharian

Mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghbasilan seseorang.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa-mata pencaharian dapat mempengaruhi
partisipasi inasyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan
akan berpengaruh terhadapwaktu luang seseorang untuk terlibat dalam
pembangunan, misalnya “dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan
sebagainya.

Sementatd itu faktor-faktor cksternal dapat dikatakan sebagai petaruh
(stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaiuh
terhadap program (Sunarti, 2003). Adapun faktor-faktor eksternal dalam proses
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Birem

Bayeun ini adalah: Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
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2. Perencanaan
a. Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan
masing-masing ahli dan belum ada batasan yang dapat diterima secara umum.

Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut

1) Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena
itu, perencanaan pada hakekatnya terdapat pada setiap jefus Wusaha manusia
(Khairuddin, 1992).

2) Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunaf program, baik program yang
sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka
panjang (Sa’id dan Intan, 2001).

3) Perencanaan sebagai Analisis” Kebijakan, merupakan tradisi yang diilhami
oleh logika-logika berpikirilmu'manajemen, administrasi publik, kebangkitan
kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika
(Aristo, 2004 ).

4) Perencanaan) adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau
perkiraan yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-
tindakan kemudian (Abdulrachman, 1973).

5} Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara
matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang

dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian, 1994).
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6) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini
diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (Terry, 1975 yang dikutip
Kusmiadi, 1995).

7) Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-
tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya (Stoner & Wankel,
1986 yang dikutip Kusmiadi, 1995).

8) Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau _pengalokasian berbagai
sumberdaya yang tersedia ( Soekartawi, 2000),

9) Perencanaan seringkali hanya meliputi Kegiatdn-kegiatan baru atau alokasi
keuangan untuk kegiatan-kegiatan laria tanpa menilai kembali kualitasnya
secara kritis. Acapkali lebih/banyak sumbangan dapat diberikan kepada
pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam
pelaksanaan daripadamemulai yang baru (Mosher, 1965).

10) Perencanaan ‘pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan
bidang-bidahg “dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari
berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada (Westra, 1980 dalam
Khairuddin, 1992). Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai
bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai
sudut, antara lain
a) Dari segi jangka waktu

(1) Perencanaan jangka pendek (1 tahun)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

29

(2) Perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun)
b) Dari segi luas lingkupnya

(1) Perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan
suatu bangsa dalam berbagai bidang)

(2) Perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan
mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu)

(3) Perencanaan lokal, misalnya perencanaan kota (untuk mengatur per-
tumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah
corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggaii potensi suatu desa
serta mengembangkan masyarakat desa {ersebut).

¢) Dari segi bidang kerja yang dicakdp, ddpat dikemukakan antara lain
industriaiisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian,
pertahanan dan keamanan,‘dan lain sebagainya.

d) Dari segi tata jenjang-organisasi dan tingkat kedudukan manejer

(1) PerencanaanMaluan (policy planning)

(2) Perenicanaan program (program planning)

(3) ‘Perencanaan langkah (operational planning).

11). Perencanaan adalah kegiatan masyarakat dan organisasi untuk
mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan tim dalam ke masa
depan untuk mencapai seperangkat tujuan yang diimpikan, guna mengatasi
permasalahan yang nyata dalam konteks yang kompleks, dan didukung oleh

keuangan dan keinginan untuk mengalokasikan sumber daya serta bertindak
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sesuai yang diperlukan untuk melaksanakan (mengimplemen-tasikan)
strategi-strategi yang telah ditetapkan (Alexander, 1986).

12). Perencanaan sebagai suatu proses vang bersinambungan, yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan
sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan
dating (Conyers & Hills, 1994). Definisi tersebut mengedepankan empat
unsur dasar perencanaan, yakni
a) Pemilihan. Merencanakan berarti memilih. Artinya, ~perencanaan

merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan,
karena tidak semua yang diinginkan itu\dapat” dilakukan dan dicapai
dalam waktu yang bersamaan. HdWituvmenyiratkan bahwa hubungan
antara perencanaan dan proses pe€ngambilan keputusan sangat erat. Oleh
karena itu, banyak buku’mengenai perencanaan membahas pendekatan-
pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama
yang berkaitan/dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan‘dan‘urutan tindakan didalam proses pengambilan keputusan.
b). Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang
dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya
mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam (tanah, air, hasil
tambang, dan sebagainya), serta sumber daya modal dan keuangan.
Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang

bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya.
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Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat
berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tin-dakan
yang ada.

¢) Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep
perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan
sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering
dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka
kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut
didefinisikan secara kurang tegas karena kadang kala tujuan-tujuan
tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

e) Waktu. Perencanaan mengacu ke mdsa depan. Salah satu unsur penting
dalam perencanaan adalah unsdr /waktu. Tujuan-tujuan perencanaan
dirancang untuk dicapai, pada trasa yang akan datang. Oleh karena itu,
perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Dari berbagai pengertian perencanaan tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa perencanaan ‘mencakup suatu pemikiran yang sadar, tujuan-tujuan yang
hendak dicapai, penggunaan sumber daya, dan tindakan yang akan dilaksanakan.
Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah
penyelidikan dan penelitian yang dibuat tanpa perhitungan.  Asumsi dalam
perencanaan selalu didasarkan atas data dan perkiraan yang telah tercapai dan juga
memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan
demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk

menentukan perencanaan berikutnya.
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b. Langkah-Langkah dalam Perencanaan.

Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat
dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi
(Anonymous, 2006). Langkah tersebut adalah sebagai berikut,

1). Menetapkan sasaran.

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai
organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi
akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan mefinci sasaran
secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber agarlebih efektif.

2). Merumuskan posisi organisasi pada saat ini.

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan”harus mengetahui dimana saat ini
organisasi berada dan untuk mencapai“sasaran yang telah ditetapkan tersebut,
sumber daya apa yang dimiliki padad saat ini. Rencana baru dapat disusun jika
organisasi telah mengetahui/posisinya pada saat ini. Untuk ini di dalam
organisasi harus terdapat suasana keterbukaan agar informasi mengalir dengan
lancar terutania data‘keuangan dan statistik.

3). Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran.
Selanjutnya perlu diketahui faktor-faktor, baik internal maupun eksternal,
yang diperkirakan dapat mendukung dan menghambat organisasi mencapai
sasaran yang terlah ditetapkan. Diakui jauh lebih mudah mengetahui apa yang
akan terjadi pada saat ini dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau
peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapapun sulitnya, melihat ke

depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan.
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4). Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran.
Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan
berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif ini, dan
memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

c. Jenis Perencanaan

Dalam setiap organisasi, rencana disusun secara hierarki sejalan dengan
struktur organisasinya. Pada seiiap jenjang, rencana mempunyai, fungsi ganda,
yaitu sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan langkah
yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yahg/ditetapkan oleh jenjang di
atasnya.

Ada dua jenis rencana, yaitu réngana strategik yang disusun untuk
mencapal tujuan umum organisasiy, yaitu melaksanakan misi organisasi dan
rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik
dilaksanakan. Rencana/Operasional terdin atas dua bentuk, yaitu (1) rencana
sekal pakai (single ‘wse plan) yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan
tertentu dah, dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai dan (2) rencana
permanen (standing plans), yakni pendekatan pendekatan yang sudah di
standarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.
Recana strategik yang sering juga disebut perencanaan jangka panjang adalah
proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang
organisasi, kebijakan vang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan

untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula
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disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan,
kapan harus dimulai, kapan harus selesai dan siapa yang harus bertanggung jawab,
serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya perencanaan strategik
adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang
digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.
Ada dua konsep strategi, pertama, strategi adalah program umum untuk
mencapai sasaran organisasi dan melaksanakan misinya. Kedua, strategi adalah
pedoman umum organisasi untuk menghadapi perubahan lingkurigan sepanjang
waktu. Ada lima ciri pokok perencanaan strategik sebagai berikut
1). Perencanaan strategik menibenkan jawaban @tas-.pertanyaan pertanyaan,
seperti “Apakah jenis usaha yang kita masuki dan’seharusnya kita masuki?”

2). Perencanaan strategik merupakan kerafigka dasar yang dapat dipakai sebagai
pedoman untuk penyusunan‘rencana yang lebih ninci dan pengambilan
keputusan hanan. Jika seerang manajer harus mengambil keputusan semacam
itu, ia dapat mengajukan pertanyaan “Dari alternatif yang ada manakah yang
paling konsisten'dengan strategi kita ?”

3). Perencanaan strategik memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada jenis
perencanaan lain

4). Perencanaan strategik membantu organisasi untuk mengarahkan sumber
dayanya pada kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi

5). Perencanaan strategik merupakan kegiatan tingkat atas, artinya pucuk
pimpinan harus terlibat secara aktif. Karena hanya pucuk pimpinan yang

memiliki pandangan yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan semua aspek
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organisasi dan karena commitment dari pucuk pimpinan sangat diperlukan
untuk menumbuhkan dan mendukung commitment dari bawah (Anonymous,
2006).

3. Pembangunan

a. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan
perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat
yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat” bangsa itu
(Tjokroamidjojo,1996)

Dilihat dari segi etimologi, konsep penibafigunian meliputi anatomik
(bentuk), fisiologi (kehidupan), behaviorial (perilaku) (Ndraha, 1987). Pengertian
pembangunan sebagai suatu proses, akaii terkait dengan mekanisme sistem atau
kinerja suatu sistem. Menurut Edston dalam Budihardjo (1985), proses sistemik
paling tidak terdin atas tigasunsur; Pertama, adanya imput yaitu bahan masukan
konversi; Kedua, adanya proses konversi yaitu wahana untuk mengolah bahan
masukan; Ketiga,\adanya output yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang
dilaksanakan, /Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan
subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasicnal. Proses
pembangunan sebagai proses sistemik pada akhirnya akan menghasilkan keluaran
(output) pembangunan, kualitas dari owfput pembangunan tergantung pada bahan
masukan (inpur), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta
seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan

masukan pembangunan, salah satunya adalah sumberdaya manusia yang dalam
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bentuk konkriknya adalah amanusia. Manusia dalam proses pembangunan
mengandung Vbeberapa pengertian yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan,
manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari
proses perabangunan.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai
“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)’/Sedangkan
Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengeriian yang'lebih sederhana, yaitu
sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih~baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang_pembarigunan sering ditemukan adanya
pemikiran yang mengidentikdn \ pembangunan dengan berkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan
dengan westernisasi. | \Selufuh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek
perubahan, dimana\, pémbangunan, perkembangan, dan modernisasi serta
industrialisasi, s¢cara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu,
keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prins:pil, karena masing-
masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip
kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang
merefleksikan perubahan (Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup

seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
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pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes
(1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan
budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat
pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja
melaiui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam
struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atay, pertumbuhan
produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga, kontribusinya terhadap
pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan
menjadi  semakin kecil dan berbanding™\ terbalik dengan pertumbuhan
industrialisasi dan modemisasi ekonomi”  Transformasi sosial dapat dilihat
melalui pendistribusian kemakmuaran melaiui pemerataan memperoleh akses
terhadap sumber daya sosial<ekonemi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan,
air bersih, fasilitas rekfeaSi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
politik. Sedangkan‘transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan
bangkitnya Semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan
nilai dan norma yang dianut masvarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke
materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada
penguasaan materi, dari kelembagaan tradisicnal menjadi organisasi modern dan
rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan

masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro
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(nasional) dan mikro (commuinity:group). Makna penting dari pembangunan
adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.
b. Perencanaan Pembangunan Masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Oleh karena ini perencanaan pembangunan bertujuan
untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan
untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan{nilai sumber-
sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi keputisan pembangunan
masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004)

Selanjutnya Soetomo (2006) menjelaskanvbahwa pembangunan masya-
rakat dilihat dari mekanisme perubahan”dalam rangka mencapai tujuannya,
kegiatan pembangunan masyarakdtsada yang mengutamakar dan memberikan
penekanan pada bagaimana-prosesiiya sampai suatu hasil pembangunan dapat
terwnjud, dan adapuld, yapg” lebih menekankan pada hasil material, dalam
pengertian proses‘dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material
tidak begitusdipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat
hasilnya secara fisik. Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai
pendekatan yang mengutamakan proses dan lebith menckankan pada aspek
manusianya, sedangkan pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan yang
mengutamakan hasil-hasil material dan lebih menekankan pada target.

Secara umum pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan

secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat
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guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik
apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan berikutnya. Dengan dasar
itulah maka pembangunan masyarakat secara umum ruang lingkup program-
programnya dapat dibagi berdasarkan tujuan kategori, yaitu (1) community
service, (2) community empowering, dan (3) community relation (Rudito &
Budimanta, 2003).

Solihin (2006) mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan
yaitu (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian atau analisis opsi atau
pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Dari ketiga
tahapan perencanaan tersebut dapat didefirisikan” perencanaan pembangunan
wilayah atau dearah sebagai suatu usaha“yang sistematik dari berbagai pelaku
(aktor) baik umum (publik) ataus pemerintah, swasta, maupun kelompok
masyarakat stakeholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi
saling ketergantungan(dah keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek
lingkungan lainnya, \, Se¢lanjutnya Adi (2003) mengatakan bahwa perencanaan
sosial tidak “ada)asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun
konflik kepentingan. Dalam perencanaan social, klien lebih dilihat sebagai
konsumen dari suatu layanan dan mereka akan menerima serta memanfaatkan
program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Suzetta (2007) menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 39 dan Nomor 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

40

mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai
pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam
mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,
maka Proses perubahan sosial (atau pembangunan) tersebut periu dilakukan secara
terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui “peran pemerintah
bersama masyarakat” dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-
perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan
ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.

c. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan.

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang/bersifat usaha pencapaian
tujuan-tuyjuan pembangunan biasanya berkait ‘pula“dengan peranan pemerintah
sebgai pendorong pembangunan (agent.of development).

Ciri-cin perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996)
diuraikan sebagai berikut
1) Suatu perencanaan ‘penibangunan adalah usaha yang diceminkan dalam

rencana untuk“mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady
social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan
produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita.
Laju petumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju
pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.

3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekoncmi yang mendorong peningkatan

struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

41

4) Adanya perluasan kesempatan kerja.

5) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dain
pembangunan antara daerah.

6) Adanya usaha pembinaan lelmbaga ekonomi masyarakat yang lebih menun-
jang kegiatan pembangunan.

7) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan
sendiri/nasional.

8) Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

d. Unsur-unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan

Secara umum unsur-unsur pokok yang,tepmasuk dalam perencanaan
pembangunan sebagai berikut,

1) Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar.sencana pembangunan. Sering pula
disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur inmi perlu
ditetapkan tujuan-tujuantencana (development objective/plan objective)

2) Adanya kerangka(rencdana yang menunjukan hubungan variable-variabel
pembangunan dan.implikasinya.

3) Perkiraamnsumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan

4) Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiscal,
moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti petanian,
industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6) Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

42

e Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus
menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan
pembangunan.
Proses perencanaan pembangunan dimulai dari dari pengumpulan
informasi untuk perencanaan untuk dianalisis dan perumusan kebijaksanaan
hingga kegiatan peramalan (forecasting) sebagai berikut
1) Pengumpulan Informasi untuk Perencanaan (ipput “untuk analisis dan
perumusan kebijaksanaan)

2) Analisis Keadaan dan Identifikasi Masalah

3) Penyusunan Kerangka Makro Perencanaan dan Perkiraan Sumber-Sumber
Pembangunan

4) Kebijaksanaan Dasar Pefnbangunan

5) Perencanaan Sektoral{ K€bijaksanaan Program, Proyek, Kegiatan lain

6) Pererencanaan Regional (Konsiderasi regional dalam perencanaan sektoral)

7) Program“Kerja, Program Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Penuangan
dalam Perencanaan proyek-proyek

8) Pelaksanaan Rencana : a. Pelaksanaan program/proyek, b. Pelaksanaan
kegiatan pembangunan lain, ¢. Badan-badan usaha

9) Fungsi Pengaturan Pemerintah

10) Kebijaksanaan-kebijaksanaan Stabilisasi (jangka pendek)

11)Komunikasi Pendukung Pembangunan
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12) Pengendalian Pelaksanaan

13) Pengawasan

14) Tinjauan pelaksanaan

15) Peramalan (Forecasting).

f. Proses Prencanaan Pembangunan Partisipasi

Ndraha (1990) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi
harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat yang nyata (fe/t need), (2) dijadikan’/stimulasi terhadap
masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya‘jawaban (response), dan (3)
dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah
laku (behavior). Dalam perencanaan ;yang partisipatif (participatory planning),
masyarakat dianggap sebagai mitra dalain perencanaan yang turut berperan serta
secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena
walau bagaimanapur, “tna$yarakat merupakan stakeholder terbesar dalam
penyusunan sebuah,produk rencana.

Suzetta (2007) sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan
partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan
pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif
diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebual prakarsa pembangunan masyarakat
sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak
dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi

sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.
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Slamet (2003) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalw
proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu (1)
penggalian potensi-potensi dapat dibagung oleh masyarakat setempat, (2)
pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan,
penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3)
pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan
berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4)
pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha
pembangunan yang dilakukan olel individu-individu warga-masyarakat pedesaan
dengan lembaga lain atau dengan iingkat yang.l¢hih~tinggi (kota, kecamaian,
kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinadn‘kebtjakan pendukung, yaitu yang
mencakup input, biaya kredit, pasaran, dap/lain-lain yang memberi iklim yang
serasi untuk pembangunan.

Cahyono (2006), /proses’ perencanaan pembangunan berdasarkan
partisipasi masyarakat, amis” memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam
proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan antara lain (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan
kenyataan dimasyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan
masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus
memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-

organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan
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jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus
memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (kuar) yang tersedia.
4. Pelibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga
masyarakat  tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi
bagaimanapur: dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik
sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu
gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat ©leh pemerintah itu
sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kemtra di masyarakat
sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak mentbuka diri untuk melibatkan
masyarakat dalam membuat kebijakan. Pémiberdayaan partisipasi masyarakat
sipil atau ‘civii society’ merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan
kebijakan pembangunan pada masa-miasa mendatang, keterlibatan ini akan
memberikan dampak yang positifterhadap keputusan dan kebijakan yang diambil
atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara
pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Tony\Bovaird & Elke Loffler (2004), mengilustrasikan bahwa partisipasi
rakyat dalam membuat kebijakan digambarkan dengan 'tangga partisipasi' dalam
hal ini rakyat di posisikan sebagai anak tangga terbawah yang senantiasa
mengetahui masalah sosial yang sesungguhnya. Tanpa memberdayakan dan
konsultasi di anak tangga terbawah, maka pemerintah tidak akan pernah tahu apa
yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. Apabila komunikasi di tingkat

bawah telah diperkuat maka akan terjadi dialog antara pemerintah dan
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masyarakat. Dengan demikian, pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam
membuat kebijakan.

Menyimak ilustrasi dari Teny Bovaird dan Elke Loffler maupun Surat
Edaran Bersama Menteri Dalamn Negeri dan Menteri Negara Perncanaaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, sebenarnya proses pembuatan kebijakan
pembangunan bersifat elitis, artinya pemerintahlah yang menjadi penentu
kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan
kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, Apabila model
ini diadopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat‘dalam pengambilan
keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan pemerintah untuk
menjadikan masukan masyarakat sebagai “dasar “dalam menyusun kebijakan
publik. Selama ini permasalahan yang ditemnukan adalah bukan karena kualitas
dan kuantitas partisipasi masyarakat\rendah tetapi justru terletak pada praktek-
praktek pemerintah yang mengabaikan usulan masyarakat. Berkaitan dengan ini.

Mahmuddin Musliny’(2001) mengutip hasil survey Public Integity Index
menemukan bahwa “permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan
kuantitas tihgkat” partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan
mekanisme pelitik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas
dan keterbukaan. Hambatan utama dalam mengupayakan pemerintzh yang
terbuka dan akuntabel justru terletak pada institusi-institusi (peraturan
perundangan) yang cenderung memiliki kepentingan sendin yang berbeda dengan
kepentingan publik dan praktek pemerintahan yang tidak peka terhadap desakan

kepentingan publik. Kondisi ini dapat mendorong praktek terjadinya korupsi
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dalam sebuah mekanisme vang saling melindungi dan sampai saat ini tidak dapat
disentuh oleh tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas.

Melalui Musrenbang, apa yang diilustrasikan oleh Tony Bovaird dan Elke
Loffler ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia, namun dalam
pelaksanaan di lapangan banyak dihadapi berbagai permasalahan.  Selain
permasalahan yang berasal dari institusi dan praktek-praktek pemerintah,
pemasalahan yang dihadapi pemerintah uniuk melibatkan masyarakat dalam
kebijakan pembangunan adalah: pertama, meskipun semua perangkat hukum
memberikan ruang terhadap partisipasi publik, tetapi sernud perangkat hukum
tersebut tidak mengatur secara eksplisit bagaimana,“dimana dan siapa yang
dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik, Kedua, banyak LSM-LSM dan
organisasi kemasyarakatan yang bergerak_di“berbagai bidang namun memiliki
keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat, sehingga tidak terbentuk sinergi
antara rakyat dan pemerintally Kefiga, banyaknya organisasi kemasyarakatan dan
LSM di era reformasi ime€nytuditkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan
mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat. Pengalaman selama ini
banyak kebijakan partisipasi yang dilaksanakan oleh pemerintah diprotes oleh
masyarakat, karena wakil masyarakat tersebut dianggap tidak mewakili
masyarakat.

Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi
agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat berjalan

baik adalah:
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(1) diperlukan instrument hukum yang secara subtantif mengatur pelibatan
masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas;

(2) perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah dan peka terhadap
kepentingan publik; dan

(3) masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan
independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.

Di era reformasi, organisasi kemasyarakatan dan LSM di Indonesia
berkembang sangat banyak dan satu dengan lainnya betsifat independent
meskipun bergerak dalam bidang yang sama. Misalnya/banyak organisasi
kemasyarakatan dan LSM yang bergerak di bidang\lingkangan hidup, tetapi satu
dengan lainnya berbeda visi dan misinya, Hal\sepérti ini tidak menguntungkan
bagi organisasi kemasyarakatan itu .sendiri”dalam menyampaikan usulannya
kepada pemerintah. Dilain pihak, pemerintah sebagai pemegang inisiatif
perencanaan sulit untuk meémilik’organisasi mana yang akan dilibatkan dalam
proses perencanaan.

Kelembagaanisebagai saluran partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh
pemerintahan, orde baru menurut hemat saya masih relevan untuk dijadikan
sebagai saluran. partisipasi dengan syarat- organisasi tersebut harus bersifat
independen bebas dar campur tangan pemerintah. Organisasi kemasyarakan dan
LSM yang jumlahnya sangat banyak misalnya organisasi yang bergerak di bidang
lingkungan hidup, kehutanan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, buruh,
kelautan dan lain-lain, hemdaknya membentuk asosiasi sesuai dengan bidangnya.

Melalui asosiasi inilah masyarakat dapat menyusun visi dan misi yang nantinva
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disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyusun kebijakan
pembangunan. Melalui asosiasi yang terorganisir dan independent ini pula,
organisasi kemasyarakatan dan LSM mempunyai kekuatan untuk melakukan
kontrol terhadap produk kebijakan maupun implementas: kebijakan apakah
kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. Selama kondisi
kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan LSM masih seperti sekarang,
bertindak parsial dan tidak bersatu dapat dipastikan partisipasi masyarakat dalam
mempengaruhi kebijakan publik tetap menjadi wacana, karena, itu bersatulah.
Secara substantif Undang Undang 32/2004 inimenempatkan partisipasi
masyarakat sebagai instrumen penting dalam sistemi’ pemerintahan daerah yang
berguna untuk mewujudkan good governdnce dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan sosial. Sedangkan mekanisme penyusunan dukumen perencanaan
diatur dalam Undang Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) meialui nitisyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
yang merupakan forum( ahtar pelaku dalam penyusunan perencanaan pem-
bangunan nasionainmaupun daerah. Dalam forum ini pemernintah dan stakeholders
secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan prioritas pembangunan yang
akan dibiayal pemerintah. Pelibatan masyarakat dilakukan secara bertahap
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diatur dalam
Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 284/SES/01/2008 tanggal 16

Januan 2008
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Surat  Kementrian  Negara  PPN/Kepala  Bappenas = Nomor

284/SES/01/2008, tanggal 16 Januari 2008, tentang Penyelenggaraan Musrenbang
Tahun 2008 dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Proses Musrenbang Berdasarkan Surat Kementerian Negara Perencanaaan
Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas Nomor : 284/Ses/01/2008.

Tahap Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
Musvawarah Pemisahan program skala desa (yang didanai Peserta; terbuka untuk
ditingkat oleh DAUD) dan yang akan diusulkan setiap warga
desa/komunitas | ketingkat lebth tiggi (didanai APBD) Pemilibandelegasi desa

untuk perencanaan
ditingkat'yang lebih
tinggi(3-5 orang)
Musyawarah Kompilasi usulan desa ke dalam sektor Peserta, perwakilan dari
Jitingkat dengan skala kecamatan desa,
kecamatan Daftar program infestasi yang diusulkan asosiasi  di  tingkat
untuk skala kecamatan kecamatan
Pembahasan estimasi alokasi anggatan Pemilihan delegasi
untuk kecamatan Kecamatan (jumlah 3-5
Penetapan prioritas program irvestasi di orang)
Kecamatan (minimal\5 prioritas)
Penetapan prioritas,program skala kota
Forum-forum Daftar program-skala Kecamatan dan skala Peserta: delegasi
sektoral kota’kabupaten Kecamatan dan
Delegdsi dani bérbagai Kecamatan organisasi sektor yang
membahas’program investasi dengan sektor bergerak dalam skala kota
Pembahasan tujuan dan program sektoral | - Pemilihan delegasi forum
seftacstimasi alokasi anggaran sektor sektoral skala kota untuk
Penetapan prioritas program investasi hadir di forum
(dirinci per kecamatan) Musrenbang kota/daerah
Penetapan program yang akan diajukan
untuk dana Non-APBD
Musyawarah Menetapkan  tujuan  dan  indikator | Peserta; delegasi Kecamatan
ditingkat pencapaian kinerja pemerintah dan delegasi foru-forum
Kabupaten Penepakatan estimasi pendapatan daerah sektoral
Mendaftar prioritas progaram/proyek skala
Kecamatan dan kota‘kabupaten
Pengtapan program/proyek skala Kecamatan
dan kota’kabupaten
Inventarisasi program/proyek yang telah
disepakati dalam Musrenbang
kota/kabupaten
Dokumentasi program/proyek dan alokasi
anggaran yang telah disepakati

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

51
Pasca - Penyusunan RKPD Peserta; delegasi Kecamatan
Musyawarah - Penyusunan kebijakan umum, strategi, dan | dan forum sektoral yang
ditingkat plafon APBD hadir dalam Musrenbang

Kabupaten - Penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota
Pembahasan dan penetapan APBD
- Monitoring dan evaluasi program
Peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasikan masya-

rakat di dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang SPPN, dengan diberlakukannya
desa terisolasi, setiap kegiatan pembangunan harus diikut sertakan masyarakat
stakeholders (pemangku kepentingan) guna dapat menampung aspirasi,
scbagaimana yang diuraikan di dalam Jumal Otonomi Daerah Vol. IV Nomor 2,
Desember 2004, halaman 33, penyeranan atau pefiydluran urusan pemerintahan
terscbut terutama terkait dengan pengurusarn ‘kepéntingan masyarakat setempat
(lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, karena
mengingat masyarakat indonesia yang sangat majemuk mempunyai aspirasi yang
beragam. Oleh karena itus~aspirasi yang demikian perlu diakomodasi secara
kelembagaaan, seperti yang dilaksanakan selama ini dalam proses partisipasi
masyarakat dalamiperencanaan pembangunan, malalui musyawarah perencanaan
pembangunan, baik ditingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat kabupaten.
5. Evaluasi Program Pembangunan

Evaluasi adalah proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil
pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai
(Riyadi, 2005). Evaluasi dimaksudkan untuk menilai sampai sejauhmana kegiatan

yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
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Bila ditemukan adanya kekurangan, akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk
dijadikan bahan perencanaan berikutnya.

Menurut Samudra Wijaya, (1994) Evaluasi program adalah merupakan
aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di dalam
tubuh birokrasi pemerintah maupun organisasi sosial poiitik. D1 tangan aktor
kebyakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan
masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi,
pemerintah dapat meningkatkan efektifitas program-program/ mereka sehingga
pula kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam hubungan dengan perencanaan p&mbangunan daerah, evaluasi
pembangunan merupakan mata rantai yang tidak térpisahkan dari siklus kegiatan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,

Untuk melakukan evaluasi ‘yang baik diperlukan beberapa perangkat
antara lain:

a) Sistem pelaporan yang baik dan berkelanjutan.
b) Orang-orang yang tepat.

¢) Informasi yang benar dan aktual.

d) Waktu yang tepat.

Menurut Teguh Yuwono (2002) evaluasi kebijakan setidak-tidaknya
dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu
a) Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai

tujuannya.
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b) Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang
telah diimplementasikan.
¢) Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan
datang.
Menurut Dunim (1984) dalam Samudra Wijaya (1994) evaluasi program

memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut :

a) Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan prograin dan dapat dibuat
suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan, antar-berbagai dimensi realitas
yang diamati.

b) Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahuiapakah tindakan yang dilakukan oleh para
pelaku, baik birckrasi maupun’/pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur
yang ditetapkan olehywembuat kebijakan.

¢) Auditing
Melalui ‘evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan
kelompok sasaran maupun penerima lain yang dimaksudkan oleh pembuat
kebijakan.

d) Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan
tersebut.

Menurut Riyadi (2005) Evaluasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu
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1) Pra Evaluasi
Yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat program bejum berjalan pada tahap
perencanaan

2) Evaluasi pada saat program tengah berjalan
Yaitu Evaluasi lebih difokuskan pada penilaian dan setiap kegiatan yang
sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan penilaian terhadap

keseluruhan proses program

L
S

Evaluasi setelah program selesai/ berakhir
Yaitu evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan-program yang dikaitkan
dengan tingkat keberhasilanya, sesuai dengan indilator yang ditetapkan dalam
rumusan sasaran atau tujuan program.
€. Peran Pemerintah Dalam Perencanaan Penibangunan

Di dalam literatur-literatar “ekonomi pembangunan sering disebutkan
bahwa ada tiga peran pemerintair’ yang utama yaitu (1) Sebagai pengalokasi
sumber-sumber dayaq ydng “dimiliki oleh negara untuk pembangunan;, (2)
Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta (3)
Sebagai pendistribusi sumber daya.

Penjabaran ketiga fungsi ini di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33
UUD 1945 Amandemen Keempat. Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa
negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung didalamnya, serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang

banyak. Penguasaan ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebesar-besarnya
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kemakmuran rakyat. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah agar secara aktif
dan langsung menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian diselenggarakan
atas dasar dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonemi nasional. Ayat ini juga
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menjaga dan mengarahkan agar sistem
perekonomian Indonesia berjalan dengan baik dan benar. Inilah yang dinamakan
peran pengaturan dari pemerintah. Inilah yang menjadi_inti tugas lembaga
perencanaan dalam Pemerintah.

Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung melalu kegiatan-
kegiatan yang dibiayai oleh pemerintali, /yang mencakup kegiatan-kegiatan
penyediaan barang dan layanan, ‘publik;” melaksanakan kegiatan atau prakarsa
strategis, pemberdayaan.

Aspek yang ( pénting dalam perencanaan dan penganggaran adalah
konsep penganggaran, partisipatif yang banyak dikenal. Bebeparapa gambaran
singkat mengenar perencanaan dan penganggaran partisipatif yang mestinya
dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
1. Penganggaran partisipatif dilingkungan pemerintah daerak merupakan

instrumen untuk mengembangkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik
dan akuntabel.
2. Penganggaran partisipatif adalah berkaitan dengan menyediaan informasi

anggaran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempengaruhi
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pengembilan keputusan perencanaan dan penganggaran (pendapat dan
belanja daerah) .

3. Informasi anggaran harus memenuhi prinsip-prinsip terpecaya, tepat waktu,
mudah dipahami, kepemilikan, dan relevan serta mampu meningkatkan
pemahaman (fiscal education program).

4. Merupakan proses untuk memfalitasi pemerintah dalam pengalokasian
sumber dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana prioritas
daerah.

5. Merupakan proses dimana  stakeholders = mempunyar” peluang untuk
mempengaruhi alokasi sumber dana publik dan“prioritas sektoral.

6. Merupakan proses untuk mencapai akuntabilitds’dan efektivitas penggunaan
dana publik.

7. Ada formulasi ataupun konsentrasi i¢ma yang disepakati untuk alokasi dana
publik.

8. Dapat direncanakan‘s€cara bertahap (misalnya tahap pertama 30% - 50% )
anggaran dilaKsanakan secara partistpatif .

9. Ada tigamahapan dimana penganggaran partisipatif dilakukan yaitu; pada
tahap perumusan dan analisis anggaran , nionitoring atas pelayanan umum.

10. Ada identifikasi para stakeholders yang disertakan dalam konsultasi
anggaran.

11. Merupakan proses dimana pelaku pembangunan membahas, menganalis,
memprioritaskan dan memantau pengambilan keputusan berkaitan dengan

pendapatan dan belanja.
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12. Kriteria alokasi anggaran disepakati oleh masyarakat sehingga penggunaan
dana publik lebih tanggap terhadap kebutuhan.

13. Prosedur penganggaran transparan kepada publik.

14. Ada review dan evaluasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan kenerja
anggaran tahun lalu.

15. Ada institusi pemerintah daerah yang jelas untuk menangani penganggaran
partisipatif .

16. Ada kalender, struktur, dan pengorganisaian yang jelas untuk” konsultasi
masyarakat.

Jaminan regulasi diatas belum sepenuhnya “memuat kriteria ideal terkait
dengan sistem anggaran daerah tersebut. Ada bcbierapa potensi masalah yang
timbul, yaitu; Pertama, masih rendahnya mainstream kekuasaan telah berdampak
pada melemahnya partisipasi rakyatdalam proses kebijakan, Kedua lemahnya
jaminan hukum yang mengatur posisi masyarakat dalam proses kebijakan
(kontrol) yang belum terlembagakan ; Ketiga, orientasi pembentukan kebijakan
pada internal DPRD, dan eksekutif, Keempat; penyusunan anggaran melalui
musrenbanghsangat tertutup dan mekanisme partisipasinya termobilisir. Kelima;
potensi dominasi elit lewat keterlibatan pada pejabat struktural dan tokoh
masyarakat sehingga bukan tidak mungkin realisasi sistem anggaran akan
berwatak sangat strukturalis birckratis, (Surajuddin dkk, 2006).

7. Perencanaan Pembangunan untuk Mencapai Tujuan dan Cita-Cita Nasional.

Sejak awal, para bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia

didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
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Mereka dengan sadar bercita-cita agar pengelolaan pembangunan Indonesia dapat
dilakukan sendiri oleh putra-putri bangsa ini secara mandiri, merdeka, dan
berdaulat. Kedaulatan dalam mengelola pembangunan tentu berangkat dari
keyakinan yang kuat bahwa kita dapat melaksanakannya tanpa perlindungan dan
pengawasan pihak asing.

Oleh karena itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita
kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 haruslah
diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu,

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Kepublik.Indenesia yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah uhtuk-(1) Melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; {2) Me&majukan kesejahteraan umum,;
(3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan(4) Hut melaksanakan ketertiban dunia.
Dari keempat tujuan imi, tiga di antaranya secara eksplisit menyatakan kualitas
kehidupan yaitu butir pertama, Kedua, dan ketiga yaitu kehidupan masyarakat
yang terlindungi, sejahtera;” dan cerdas. Sedangkan untuk distribusi dan
pemerataan kualitas hidup tersebut dirumuskan dalam sila Kelima Pancasila yaitu
mewujudkahn, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah
keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat, haruslah terdistribusi
secara adil.

Ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan. Pertama, arahan dan
bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana

pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai
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masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan
dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta
pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan
fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi

langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar, lthat Gambar 2.1. berikut
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Gambar 2.1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

PEMERINT AH
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8. Proses Perencanaan Partisipatif

Sebagai cerminan lebih lanjut dan demokratisasi dan partisipasi sebagai
bagian dari good governance maka proses perencanaan pembangunan juga
melalui proses partisipatif.

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dan kesadaran bahwa kinerja
sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak
yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan
partisipatif, istilah stakeholders menjadi sangat meluas dan,_akhirnya dianggap
sebagai idiem model ini.

Di lingkungan pemerintahan, penerapan miedel ini banyak menyangkut
proyek-proyek berskala luas dengan batasan‘yang fidak jelas (vague). Contohnya
adalah proyek-proyek lingkungan dan, soSial,‘Perencanaan partisipatif berangkat
dari keyakinan bahwa keberhasilan\program-program pembangunan ditentukan
oleh komitmen semua stakeholders, dan komitmen ini didapat dari sejauh mana
mereka terlibat dalam preSes perencanaan program tersebut.

Dalam _sistéem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
partisipatif diwijudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam musyawarah
ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku
pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat
penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat,
rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-

pemerintah, dan lain-lain.
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9. Proses Perencanaan 7op-Down dan Bottom-Up

Proses fop-down versus bottom-up lebih mencerminkan proses
perencanaan di dalam pemerintahan yaitu dari lembaga/departemen dan daerah ke
pemerintah Pusat. Lembaga/departemen/dacrah menyusun rencana pembangunan
sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Proses fop-down dan bottom-up ini
dilaksanakan dengan tujuan antara lain menyelaraskan program-program untuk
menjamin adanya sinergi/konvergensi dari semua kegiatan pemerintah dan
masyarakat. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah, dilaksanakan
melalui musywarah perencanaan yang dilaksanakanbaik/ di tingkat pusat,
propinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam sistem perencanaan nasional, {erterriuan antara perencanaan yang
bersifat tcp-down dan bottom-up diwadahi dalam musyawarah perencanaan.
Dimana perencanaan makrd yang dirancang pemerintah pusat disempurnakan
dengan memperhatikan masukan dari semua stakeholders dan selanjutnya
digunakan sebagai pedoman/bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga pemerintah
menyusun rencanakerja; sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2. di bawah ini
10. Tahap -‘{ahap’dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Proses penyusunan rencana baik itu jangka panjang, menengah, maupun
tahunan dapat dibagi dalam empat tahap yaitu
a). Penyusunan Rencana yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut

(1). Penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh lembaga perencana

dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur.
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(2). Penyiapan rancangan rencana kerja oleh kementerian/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dengan mengacu
pada rancangan pada butir (a).

(3). Musyawarah perencanaan pembangunan.

(4). Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

63

[

| W W D% e

l‘—

’:Fl-l-lﬂ-l-l-l

PR SN P S TN Rl

M e e o A —— = - — e — s < i

Gambar 2.2. Diagram Proses Perencanaan Top Down dan Bottom Up
b). Penetapan rencana
(1). RPJP Nasional ditetapkan dengan UU dan RPJP Daerah ditetapkan
dengan Perda

(2). RPJM/RPIMD ditetapkan dengan Peraturan Presiden/Kepala Daerah
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(3). RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden/Kepala Daerah

c¢). Pengendalian Pelaksanaan Rencana adalah wewenang dan tanggung-jawab
pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

d). Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perioda sebelumnya.
Tuuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga
pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas
pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

11. Jenis-Jenis Dokumen Rencana Pembangunan

Undang-Undang tentang sistem perencanazn~pembangunan nasional
menetapkan adanya dokumen-dokumen perencanaanyaitu dokumen perencanaan
jangka pamang (20 tahun), dokumen perencaraan pembangunan berjangka
menengah (5 tahun), dan dokumen rencaria_pembangunan tahunan. Untuk lebih

jelasnya dapat di likat pada Gambar 2,3. berikut,
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Gambar 2.3. Dokumen Perencanaan Pembangunan
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12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) terdiri dari rencana
pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. RPJP
Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional.

Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan ,arah’pémbangunan
Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana ‘pembangunan jangka
panjang diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjaitg dan mencerminkan cita-
cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk
mencapainya. Oleh karenanya, rencana“pembangunan jangka panjang adalah
produk dari semua elemen bangsa)\masSyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga
tinggi negara, organisasi kenrasyarakatan, dan organisasi politik.

Visi merupakan/ penjabaran cita-cita kita berbangsa sebagaimana
tercantum dalam“Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang
terlindungi, ‘sejahtera dan cerdas serta berkeadilan.

Visi kemudian perlu dinyatakan secara tegas ke dalam misi, vaitu upaya-
upaya ideal untuk mencapai visi tersebut, yang dijabarkan ke dalam arah

kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang.
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13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka inenengah (RPJM) atau rencana lima
tahunan terdini atas rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD.

Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda
pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah yang berkuasa.

Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan,
dan pengaturan yang diperlukan yang masing-masing dilengkapi dengan ukuran
outcome atau hasil yang akan dicapai.

Selain 1iu, secara sektoral terdapat pula Rerieafia- Strategis atau Renstra di
masing-masing  kementerian/departemen < “\atat” lembaga  pemerintahan
nondepartemen serta renstra pemernntahdn,daerah yang merupakan gambaran
RPJM berdasarkan sektor atau bidang pembangunan yang ditangani.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden yang penyusundnmya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat
strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/
Lembaga dan lintds Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah,
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strategi pembangunan Daerah, kebijjakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Kementerian dan Lembaga memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedomanr pada RPIM
Nasional dan bersifat indikatif.

Sedangkan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan.bersifat indikatif.

14. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana pembangundn tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). RKP merupakdnpenjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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Kebijakan dalam sistem pembangunan saat ini sudah tidak lagi berupa
daftar usulan tapi sudah berupa rencana kerja yang memperhatikan berbagai
tahapan proses mulai dari input seperti modal, tenaga kerja, fasilitas dan lain-lain.
Kemudian juga harus memperhatikan proses dan hasil nyata yang akan diperoleh
seperti keluaran, hasil dan dampak.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dimulai dengan data dan
informasi tentang realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di
masyarakat, ketersediaan sumber daya dan visi/arah pembangunan. Jadi
perencanaan lebih kepada bagaimana menyusun hubupgan.yang optimal antara
input, proses, output, outcomes dan dampak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleli Hadi Scekamto; Riyadi Soeprapto dan
Irwan Noor dalam penilitiannyd \ berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam
Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan ‘di”Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang)
mengatakan bahwa,_ strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan
manusia (people” centred development) dalam pelaksanaannya sangat
mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program
pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan adanya
partisipasi dari masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan tersebut
akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi
masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di

daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka
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percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah
yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan
hidupnya. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya
untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk
mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan
segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut.
Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik
sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made At Yuliartini Griadhi
dan Anak Agung Sri Utari dalam judul Partisipasi Mdsyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah (Perda/qanun) menyimpulkdn baliwa partisipasi masyarakat ini
merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting
dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan
partisipasi  masyarakat dalam _/pémbentukan peraturan perundang-undangan
termasuk Perda haruslah.diatur secara lebih jelas.

Selanjutanyas Rizky Aprisa dalam penelitiannya berjudul Parisipasi
Masyarakat “Kelurahan Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(Studi pada Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar
Lampung) menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang d: temukan pada analisis
mengenai partisipasi masyarakat berdasarkan fokus masalah yaitu Pertama proses
penyampaian informasi dimana ditemukan ada beberapa bentuk partisipasi
masyarakat, yaitu partisipasi secara langsung. Dalam hal ini masyarakat terlibat

dalam forum musyawarah tingkat kelurahan, masyarakat ikut berperan serta
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secara langsung dalam kegiatan sosialisasi sekaligus sebagai pengelola program
yaitu melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kedua proses pengelolaan
program : Tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan adalah penentuan jenis
program. Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam forum musyawarah. Partisipasi
masyarakat dalam tahap perencanaan ini dilakukan dengan menyampaikan
usulan-usulan tentang berbagai jenis program pembangunan. Tahap pelaksanaan,
bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat kita lihat dari swadaya yang
di sumbangkan oleh masyarakat dalam program ini. Dengan demikian masyarakat
kelurahan Gulak Galik dapat memanfaatkan hasil program dengan sebaik-baiknya
agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan sehingga~program tersebut benar-
benar sesuai dari tujuan awal yaitu menjadikah‘masyarakat yang mandiri.
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian “proses partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunarn™) di/Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda

Kabupaten Aceh Timur,'dapat” dilihat pada Gambar 2.4.

Variabel Bebas Variabel Terikat Indikator
Musrenbang: : L
Desa - -~ Terakomodasi -

: ProsesPertls1pa51 Musrcnbah‘gk' - k \ n. o
~ Masyarakat Kecamatan - ’

Musrenbang - danTencana o
Kabupaten ‘;k?rJavSK‘PD ‘

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir
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D. Definisi Konsep dan Operational
1. Pengertian Proses, Keterwakilan dan Stakeholders

Proses adalah cara, metode, dan tehnik bagaimana sesunggungnya
sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan daya) yang ada diubah untuk
memperoleh suatu hasil, proses juga dapat diartikan sebagai suatu usaha
untuk menmcapai tujuan.

Sedangkan stakeholders secara sederhana dapat diartikan sebagai para pihak,
lintas pelaku, pihak-pihak yang terkait dengan sesuatu, issu -atau sesuatu
rencana. Stakeholders dapat difinisikan sebagai kelompek/atau individu yang
dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi, 0lelisuatu pencapaian tujuan
tertentu (Freeman, 1984).

Dengan pengertian di atas, prcses perencanaan pembangunan dikelompokan
kedalam dua sistern, yaitu' perencanaan dari atas kebawah (top down
planning) dan perencamaan./dari bawah ke atas (bottom up planning).
Perencanaan dari atas ke¢‘bawah (top down planning) diartikan perencanaan
yang dibuat oleh,pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari
tingkat nasional dalam tingkat makro. Kemudian diterjemahkan kedalam
perencanaan yang lebih mikro atau perencanaan tingkat daerah . Sedangkan
perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) diartikan perencanaan
yang dibuat oieh pemerintah daerah/departemen atau perencanaan dalam
mikro/proyek. (Kunarjo, 1993).

Keterwakilan dan keterlibatan masayarakat didalam penyusunan perencanaan

pembangunan dapat ditekankan dalam undang-undang No0.25/2004,
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pendekatan partisipasi yang dianut undang-undang ini setidaknya dapat
dilihat dari empat pasal yang menyebutkan partisipasi masyarakat didalam
(pasal 2, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7).

Dalam saetiap tahapan musrenbang keterwakilan masyarakat dapat
dikatakan belum memadai pada musrenbangdes, musrenbangcam dan
musrenbangkab, (misalnya tokoh masyarakat LSM, OMS) untuk terwakili
dari setiap kelompok masyarakat, keterwakilan bukan bentuk dalam
kehadiran saja, tetapi cukup menjamin aspirasi dari bawah', tersampaikan
atau menjadi bagian dari pengembilan keputusan~ditahap selanjutnya, dan
pertu dlihat sejauhmana wakil masyarakat merepresentasikan kelompoknya
dan mempunyai kekuatan dan kemampuan, nieayampaikan aspirasi dengan
dukungan suasana kondusif dan memberikan mareka rasa nyaman.
Stakeholders didalam proses perencanaan pembangunan yang memilik kaitan
kepentingan secara langsung/ dengan suatu kebijakan, program dan proyek.
Mareka ditempatkan” sebagai penentu utama dalam proses pengambilan
keputusan.

Proses Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan
Birem Bayeun yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur,
yang merupakan salah satu lembaga tahnis sesuai dengan Qanun Nomor 3
tahunn 2008 tentang SOTK Lembaga Tehnis Kabupaten Aceh Timur pada
Pasal 16 ayat ( 1) mempunyai kewenangan melaksanakan Musrenbang adalah
forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasikan dan

menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat yang didasarkan
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atas proses partisipasi multi stakeholders, untuk mencapai konsensus bersama
mengenai skala prioritas kagiatan pembangunan terkait anggarannya, baik
kegiatan Musrenbang pada tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat
kabupaten, yang melalui proses Bottom up Planning dan Top Down Planning,
yang aliran proses partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan dari bawah
keatas dan dari atas kebawah atau perpaduan keduanya sesuai dengan hirarki
Pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 25
Tahun 2004

2 Partisipasi masyarakat: keterlibatan masyarakat, “\dalam perencanaan
pembangunan di Kecamatanan Birem Bayeun pada-Bappeda Kabupaten Aceh
Timur, yang merupakan aktualisasi dan Kesedidan anggota masyarakat untuk
berkorban berkonstitusi untuk meiifufiskan kesepakatan skala prioritas
pembangunan.

3. Musrenbang (Musyawarah Peréncanaan Pembangunan) tingkat desa adalah
forum musyawarah ‘tahunan stakeholders desa (pihak yang berkepentingan
baik pithak Pemenntah, LSM dan Swasta) untuk mengatasi permasalahan
desa (Gampong) dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah
untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

4. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah; forum musyawarah stakeholders
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Gampong di
Kecamatan Birem Bayeun sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan

kerja perangkat dinas Kabupaten Aceh Timur pada tahun berikutnya.
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5. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi,
kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya
mengisi rencana kerja RKPD yang tata cara penyelenggaraannya di fasilitasi
oleh SKPD terkait.

6. Musrenbang Kabupaten adalah; musyawarah stakeholders Kabupaten Aceh
Timur untuk memantapkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan rencana
keria SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjay- kesercsian antara
rancangan SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah):

7. Indikator merupakan Rencana Kerja Pepierintah Daerah (RKPD) yaitu target
pencapaian kinerja yang terukur'dari setiap urusan pemerintah daerah untuk
urusan wajib dan urusan‘pilihan, dijabarkan dalam program dan kegiatan masa
pagu indikatifnya, dalani rapat penyusunan rancangan PPAS (Prioritas Plapon
Anggaran Serbentara) pembangunan dari proses partisipasi masyarakat,
melalur “\Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang
Kabupaten Aceh Timur, diselenggarakan oleh Bappeda, sebagai badan tehnis

dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualilative Research),
yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan
kelompok. Menurut Creswell (1994) metode pendekatan kualitatif merupakan
sebuah proses investigasi. Untuk mengungkapkan peran Bappeda Kabupaten
Aceh Timur terhadap partisipasi masyarakat dalam pereficanaan pembangunan di
Kecamatan Birem Bayeun, dilakukan investigasiy yaitu secara bertahap peneliti
berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan,
mengkatalogkan, dan mengelompokkan obyek studi. Peneliti memasuki dunia
responden dan melakukan interaksindeéngan responden, dan mencari sudut
pandang responden.

Menurut Jalaliddip/Rakhmat dikutip Mukhlis (2001), menambahkan
bahwa penelitian. deskriptif tidak mencari atau menguji hepotesis atau membuat
predeksi. Cir. yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah titik berat pada
observasi dan suasana alamiah (Naturalistis Setting) dimana peneliti terjun
kelapangan dan tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. Peneliti bertindak
sebagai pengamat dan hanya membuat katagori perilaku, mengamati gejala dan
mencatatnya dalam buku observasinya.

Dalam konteks kebijakan publik terdapat dua komponen analisis yakni ex-

ante analysis dan ex-post analysis . Ex-ante analysis adalah penelitian dan analisis
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terhadap suatu kebajakan yang belum ada/belum terjadi. Sedangkan ex-post

analysis adalah penelitian dan analysis terhadap sesuatu kebijakan yang telah

ada/telah.

Komponen yang kedua ini yang peneliti pilih sehingga analisis akan
dilakukan terhadap produk kebijakan yang telab terjadi/telah ada yang hal imi
dilakukan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam percncanaan
pembangunan, yakni analisis bagaimana formulasi kebijakan yang dilakukan
sehingga melahirkan konsep perencanaan pembangunan dan sekaligus evaluasi
atas substansi kebijakan apakah telah memenuhi kaidah=kaidah proses partisipasi
dalam perencanaan pembangunan yang telah diafur dalam peraturan perundang-
undangan maupun sudut pandang kelayakan yang ldmn.

Menurut Danim (1997), terdapat”lima ciri utama penelitian kualitatif,
meskipun tidak semua bentuk pefelitian”kualitatif memperlihatkan ciri tersebut.
Adapun lima ciri penelitiankualitatif tersebut adalah
a. Penelitian kualitatif \shempunyai setting alami, sebagai sumber data langsung

dan peneliti adalah instrumen utamanya,

b. Penelitian Kkualitatif, bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan
berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, Kalaupun ada angka-
angka sifatnya hanya sebagai penunjang;

c. Penelitian kualitatif lebih menekan kepada proses kerja dimana seluruh
fenomena yang dihadapi diterjemahkan kedalam kegiatan sehari-hari terutama

yang berkaitan langsung dengan masalah sosial yang diteliti.
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d. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-
abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul
dan dikelompok bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja
lapangan dilaksanakan.

e. Penelitian kualitatif memberi titik tekan kepada makna dimana fokus
penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan jumlah keseluruhan dari unit analjsis yang ciri-
cirinya dapat diduga, sedangkan sampel adalah sebagian-atauwakil dari populasi.
Selanjutnya mengenai besarnya sampel menurut tiadi<(1983) yang menyatakan
bahwa “Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak berapa persen suatu sampel
harus diambil. Dan ketiadaan yang miutlak ini tidak menimbulkan keraguan
seorang peneliti”.

Dalam penelitian ini“yang menjadi populasi adalah seluruh Kepala Desa
yang ada di Kecamatan Birent Bayeun Kabupaten Aceh Timur sebanyak 27 Desa
dan tokoh masyarakat serta LSM, Ketua LKMD di tingkat desa serta semua
Kasubbag di, S¢kretariat Kecamatan Birem Bayeun dan Sekretariat Bappeda
Kabupaten Aceh Timur. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah dengan Purposive Sampling (Judgmental Sampling). Purposive sampling
merupakan penunjukan sampel secara tidak acak (non-probubility sampling) yaitu
dengan pertimbangan tertentu dengan memiiih desa-desa yang terseleksi oleh
peneliti. Berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
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populasi yang sudah diketahui sebelumnya pada stakeholders yang terlibat
langsung dalam proses perencanaan pembangunan di daerah penelitian. Sampel
penelitian ini adalah terdiri dari empat Kepala Desa pada Kampung biasa (Desa
Peutow, Paya Bili Dua; Alue Gading Dua; dan Alue Sentang) dan empat Kepala
Desa pada Kampung tertinggal (Desa Alue Canang; Paya Bili Sa; Alue Drien dan
Buket Lhee) dan satu Kasubbag Bangdes Kecamatan Biremm Bayeun dan satu
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan pada Babppeda Kabupaten Aceh Timur
serta empat orang tokoh Masyarakat dan LSM yang ada di Kecarnatan Birem
Bayen ditambah delapan orang Ketua LKMD di timgkat/Desa. Untuk lebih
jelasnya lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Nama-nama Gampong/Desa; yang menjadi polulasi penelitian di
Kecamatan Birem Bayeun.

Nama Gampong / Desa Luas Penduduk Ket
(Gampung biasa) (M%) |\ KK Lk Pr | Jumlah .
1. Peutow 9.00 I/ 76 188 169 357 DB
2. PavaBili Dua 286 115 418 349 767 DB
3. Alue Gadeng Dua 16.86 130 266 224 490 DB
4. Alue Sentang 10.17 520 1068 905 1.973 DB
JUMLAH 38.89 841 1.940 1.647 3.587

Tabel 3.2. Nama-nama Gampong/Desa, yang menjadi polulasi penelitian di
Kecamatan Birem Bayeun.

Nama Gampong / Desa Luas Penduduk Ket
(Gampung tertinggal) | (kM%) | KK Lk Pr | Jumlah
1. Alue Canang 17.00 | 281 576 489 1,059 DTT
2. PayaBili Sa 4.00 132 244 221 465 DTT
3. Alue Drien 1130 | 123 330 267 597 DTT
4. Buket Lhee 11.50 269 545 459 1.004 DTT
JUMLAH 43.8 810 1.689 1.436 3.125
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Tabel 3.3. Nama-nama Kassubag dan tokoh masyarakat, LSM, dan LKMD

Nama Kassubag,

tokoh masyarakat, Instansi dan Lokasi

1. Kasubag Bangdes Kecamatan Birem Bayeun
Kasubag

2. Pcrencanaan dan Bappeda Kabupaten Aceh Timur
Pelaporan

3.  Tokoh Masyarakat Kecamatan Birem Bayeun

4, LSM Kecamatan Birem Bayeun

5. LKMD Gampong di Kecamatan Birem Bayeun

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu pedoman yang dipakai peneliti untuk
mengumpulkan data penelitian yang diperlukan secara Sistematis, instrumen yang
digunakan dalam penelitian in1 adalah sebagat berikut,

1. Kuesioner untuk mendapatkan data’_kualitatif tentang  variabel-vanabel
kompetensi yaitu identitas, ‘responden,  partisipasi masyarakat dan
perencanaan pembanguiian.

2. Wawancara untuk “(mendapatkan data kualitatif atau pengorganisasian
(penyusunan “kembali) keseluruhan informasi yang didapat dengan
mengadakan komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang ada hubungannya
untuk mengetahui, menyusun dan menformulasikan kriteria yang dijadikan
pertimbangan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam proses
perencanaan pembangunan yang partisipatif. Adapun objek penelitian dalam
melakukan wawancara adalah pejabat yang ada hubungan langsung dengan

topik penulisan tesis ini. Dari hasil data wawancara dan instrumen

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf
81

diperlukan juga data penunjang antara lain adalah sebagaimana yang
disajikan pada Tabel 3.4.
Tabel. 3.4. Data yang Digunakan.
No. Kelompok Data Jenis Data Sumber Data
1. |- Kebijakan - Kepala desa - Bappeda
- Pembangunan - LMD - DPKKD
2. | - Kependudukan — Kecamatan | - Kantor Kecamatan
dalam angka |- BPS
— Laporan
bulanan
3. | - Stakeholders - LSM - BAPPEDA
- Pejabat -Lamat
-Kapala Desa
4. | - Literatur dan
publikasi - Kajian < Perputakaan dan
5. |- Norma Peraturan - Makalah Perguruan tinggi
Standar

Sumber : Interpretasi pemilu 2009.

Penelitian dilakukan bulan, Desember 2008 — Februri 2009 dan untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dikembangkan kisi-kisi

instrumen penelitiad yang disajikan pada Tabel 3.5.
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Tabel. 3.5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian untuk Menjawab Tiga Pertanyaan

No. Variabel Dimensi Indikator

1. | Identitas Identitas dari Responden Kurangnya keterlibatan
Responden masyarakat

2. | Partisipasi 1. Keterwakilan  masyarakat | Ikut serta  dalam
Masyarakat dalam pembangunan pelaksanaan dan

pengawasan pem-
2. Keterlibatan masyarakat | bangunan didesanya
dalam  penentuan  skala | Teridentifikasi data
prioritas pembangunan yang  akurat  dan
3. Keterlibatan masyarakat | masyarakat
terkait konsensus keberadaan | Masukan yang
pembangunan di daerahnya. | diberikan, dalam forum
Musienbang
3. | Perencanaan 1. Keterwakilan masyarakat | Ikut ‘serta dalam forum
pembangunan dalam perencanaan.. Musrenbang

pembangunan. Memberikan gagasan

2. Keterlibatan masyafakat.| fentang  perencanaan
dalam menentukan{ skala | pembangunan yang
prioritas pérencanaan | sangat dibutuhkan
pembangunan di kecamatan | Ikut serta memberi-kan

3. Keterlibatan masyarakat | masukan yang urgen.
dalam Bottom"Up Planning | Membuat konsesus

4. Keterwakilan masyarakat | tentang skala
dalamm_‘peréncanaan  pem- | pembangunan yang
bangunan sebagai  keter- | bermanfaat pada
pihakan pada rakyat rakyat.

4. | Pelaksanaan 1. “Keterwakilan = masyarakat | Ikut serta memberi-kan
Forum Partisipasi dalam forum Musrenbangdes | masukan tentang
Masyarakat perencanaan pem-
Tingkat Desa bangunan yang urgen

2. Keterlibatan masyarakat | di desanya
dalam  penentuan  skala | Teridentifikasi data
prioritas pembangunan desa | yang  akurat  dari

3. Keikutsertaan  stakeholder | masyarakat
dalam forum Partisipasi | Ikut serta memberi-kan
masyarakat tingkat desa.. masukan tentang
perencanaan pem-
bangunan yang urgen

di desanya
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D. Prosedur Pengumpulan Data
1. Jenis dan Sumber Data

Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data, yang
dapat digolongkan sebagai berikut,

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dengan
prosedur sebagai berikut

1). Instrumen Kuesioner, dengan cara melakukan penyebaran angket berupa
kuesioner kepada 17 responden dengan fokus pada jproses partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta bagaimana pelaksanaan
penyelenggaraan Musrenbang yang dilakukan di.daerah penelitian.

2). Wawancara; kegiatan dilakukan melalui” perbincangan langsung untuk
memperoleh informasi secara 4isan‘déngan tujuan mendapatkan data yang
dapat menjelaskan tentang proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dengah résponden yaitu masyarakat dan stakeholder (pemangku
kepentingan) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan
Birem Bayeun, ‘Wawancara jura merupakan alat re-cheking atau pembuktian
terhdap informasi atau keterangan yang diperolah sebelumnya. Tahnik
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara
mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang
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diwawancarai, dengan menggunakan pedomen wawancara untuk lebih fokus
pada objek penelitian.

3). Survey lapangan adalah pengamatan keadaan secara visual. Adapun tujuan
survey lapangan ini adalah mengamati kondisi yang terdapat dilapangan,
untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat
dilapangan. Dalam kegiatan pengamatan dilapangan ini, metode yang
gunakan adalah pengamatan terkendali (controlled observation), yaitu metode
pengamatan dimana posisi pengamat hanya terbatas pada [ pefigamatan dari
kondisi yang ada, tetapi tidak secara langsung terlibat 'didalam kegiatan-
kegiatan yang diamatinya. Beberapa informasi syang dari hasil observasi
adalah ruang(tempat), pelaku, kegiatan/objek; perbuatan, kejadian atau
peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan“pencliti melakukan observasi adalah
untuk menyajikan gambaran realistik perilku atau kejadian, untuk menjawab
pertanyaan untuk membantu jimiengerti perilaku manusia yaitu melakukan
pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap
pengukuran tersebut,

Dengan~ pelaksanaan survey lapangan ini ditempuh dengan
pertimbangan sebagai berikut
a) Membantu pemahaman akan konteks lokasi.
b) Melalui pengalaman yang diperoleh langsung, akan meminimalkan

terjadinya bias.
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¢) Merupakan peluang cukup besar untuk mendapatkan jnformasi dan
masukan penting melalui pengamatan perilaku para pelaku kegiatan
sehingga hasil data cukup objektif.

d) Peluang mendapatkan secara langsung benar dan akurat yang tidak dapat
diperoleh melalui tehnik survey lainnya.

b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
menyangkut tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
yang diperoleh pada instansi-instansi terkait seperti Bappeda, Kantor Camat,
Perguruan tinggi, tujuan penggunaan metode pengumpulan-data ini adalah
untuk mendapatkan data-data tentang peraturan'yang standar yang telah
dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai .dengar ruang lingkup penelitian,
termasuk adalah berbagai kepustakaan yang hasil penelitian relevan.

E. Analisis Data

Tahap yang penting.dalam ‘menentukan hasil penelitian adalah tahap
analisis data. Adapun tekik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis kualitatif, ‘dimana dengan data kualitatif maka akan diperoleh
berbagai macam ~deskripsi dan penjelasan tentang bagaimana sebenamya
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Birem

Bayeun pada Bappeda Aceh Timur.

Untuk menganalisis data di dalam penelitian ini, digunakan model analisis
interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman (1992). Model analisis interaktif ini meliputi tiga tahap, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. = Agar hasil yang
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diperoleh dari penelitian ini dapat diakui dan diterima oleh para pengambil
manfaat, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang
diperoleh selama penelitian berlangsung. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan
dengan cara mengecek derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan
kepastian.

Kegiatan penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama tiga bulan,

sejak bulan Desember 2008 sampai dengan Februari 2009.
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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
1. Kecamatan Birem Bayeun

Kecamatan Birem Bayeun merupakan salah satu Kecamatan dalam
Kabupaten Aceh Timur yang terletak pada posisi: 04°20'32,43" Lintang Utara
sampai dengan 04°37'47,03" Lintang Utara dan 97°45'05,24" Bujur Timur sampai
dengan 97°01'12,97" Bujur Timur. Kecamatan Birem Bayeun‘mempunyai luas
wilayah 253,68 Km? dengan ketinggian 100 — 200 M~di‘atas permukaan laut dan
terdiri dari 26 Desa/Gampong yang pendudukiyd befjumlah 22.417 jiwa yang
terdiri dari 11.629 laki-laki dan 10.788 p€rempuan dengan Kota Birem Bayeun
sebagai ibukota kecamatan. Untuk lébih‘jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Selanjutnya yang menjddi-batas wilayah Kecamatan Birem Bayeu sebagai
berikut
1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Rantau Seulamat
2. Sebelah Timur.déngan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Serbajadi
4. Sebelah Barat dengan Selat Samudra.

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kecamatan Birem Bayeun merupakan tanah
berbukit. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai.
Ketinggian wilayah antara Kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 100
sampai dengan 200 meter dari permukaan laut dengan kemiringan sampai dengan

200 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara sampai 5 meter.
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Tabel 4.1. Nama-nama Gampong/Desa, Luas dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jenis Kelamin di Kecamatan Birem Bayeun.

Nama Gampong / Desa Luai Penduduk Ket
(KM’ | KK Lk Pr Jumlah
1.  Jambo Labu 7.11 461 860 734 1,594 DTT *)
2. Alue Canang 17.00 } 281 570 489 1,059 DTT
3.  Alue Drien 11.30 | 128 330 267 597 DTT
4. Buket Lhee 11.50 269 545 459 1,004 DTT
5. Benteng 16.50 143 287 250 537 DB*¥)
6. Afdeling Dua Bukit 2.00 95 181 164 345 DTT
7.  Kemuning Hulu 4.08 78 156 229 385 DTT
8. Peutow 9.00 76 188 169 357 DB
9.  Alue Buloh 18.91 173 325 190 515 DB
10. Alue Teh 14.00 538 945 1.085 2,030 DTT
11. Paya Rambong 9.00 44 98 99 197 DB
12.  Alue Gadeng Sa 260} 98 170 160 330 DTT
13. Paya Tampah 5.63 142 296 249 545 DB
14. Paya Bili Dua 2.86 115 418 349 767 DB
15. PayaBili Sa 4.00 132 244 221 465 DTT
16. Alue Nyamok 5,14, 206 750 626 1.376 DTT
17. Paya Pelawi 340 143 363 322 685 DB
18. Keude Birem 2.00 261 591 528 1,119 DB
19. Bayeun 240 175 392 368 760 DB
20. Aramiah 8.30 235 674 578 1.252 DB
21. Blang Tualang 27.00 121 299 261 560 DTT
22. Buket Seuleamak 10.90 161 323 294 617 DTT
23. Birem Rayeuk 922 | 415 985 920 1,905 | DPS***}
24. gzg;‘;;“g Alue 2150 | 132 | 206 544 750 DTT
25.  Alue Gadeng Dua 16.86 130 266 224 490 DB
26. Alue Sentang 10.17 520 1068 905 1,973 - DB
27. Merbo Dua L 1.30 44 99 104 203 DPS
JUMLAH 253,86 | 5,584 | 11.629 | 10.788 | 22.417
Sumber : Kecamatan Birem Bayeun Dalam Angka (2008)
*) DTT = Desa Tertinggal
**)DB = Desa Biasa
***) DPS = Desa Pesisir
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Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning
dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah
organosol dan gley humus. Sementara itu iklim di Kecamatan Birem Bayeun
sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi
pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan pada tahun 2006 rata-
rata 753,29 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 81,17 persen dan
temperatur berkisar antara 26° 30° celcius.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mencerminkan mekanisme-mekanisime formal dengan
mana organisasi dikelola, yang menunjukkan kerangka.dan” susunan perwujudan
pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi‘fungs:, bagian-bagian dan posisi-
posisi maupun orang-orang yang menunjukkan Kedudukan, tugas, wewenang dan
tanggung jawab yang berbeda dalani suatuorganisasi. Sejalan dengan hal tersebut
Kantor Camat Birem Bayeun-Kdbupaten Aceh Timur menganut sistem organisasi
garis. Pada sistem organisast garis ini tugas, wewenang dan tanggung jawab
berada pada suatu‘\pimpinan yang membawahi secara langsung sejumlah
bawahannya:

Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan
tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Pembentukan telah tersusun
dengan baik di bawah Pimpinan Camat Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur,
dapat dilihat pada Lampiran 6.

Di bawah ini dijelaskan garis tanggung jawab masing-masing bagian pada

struktur organisasi sebagai berikut:
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1). Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati
untuk menangani urusan otonomi daerah di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten
Aceh Timur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati melalw Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembdngunan dan
kemasyarakatan
b. Pembinaan pemerintahan mukim, gampong/kelurahan
c. Pembinaan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat
d. Pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan
e. Pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan
hidup
f. Pembinaan pemberdaydan perempuan, pemuda dan olah raga
g. Pembinaan kesejahteraan sosial
h. Pembinaan pelaksanaan syariat Islam
1. Pembinaan dan pengembangan adat istiadat
J. Penyusunan program, pembinaan administrasi/ketatausahaan Sekretariat
Kecamatan, dan
k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka
Camat mempunyai kewenangan:
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-
undangan dan Syariat Islam
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemierintahan di tingkat
Kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan mikimy/gampong/desa
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatari UPT Dinas dan UPT Lembaga yang
berada di Kecamatan, dan
h. Melaksanakan pelayanan.masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belumidapat dilaksanakan pemerintahan gampong atau desa.
2). Sekrertariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi
administrasi/ketatausahaan dan memberi pelayanan teknis administrasi kepada

seluruh perangkat aparatur kecamatan.
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Sekretariat Kecamatan terdir dari;
(1) Sub Bagian Umum
(2) Sub Bagian Keuangan
(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris Kecamatan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Kepala Seksi
Selanjutnya Pemerintahan Kecamatan Birem “Bayeun mempunyai
beberapa seksi yang terdiri dari:
(1). Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
(2). Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan.Sosial
(3). Seksi Keistimewaan Aceh
(4). Seksi Pemberdayaan Perempuandan Olahraga dan
(4). Seksi Pendidikan dan Kesehatan,
Adapun tugas masing-masing Kepala Seksi dan Sub Bagian tersebut
adalah
(1). Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan dibidangnya masing-masing,

(2). Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang
dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
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(3). Sub Bagian di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat.

(4). Sub Seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

(5). Sub Seksi di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas
membantu Kepala Seksi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Seksi masing-masing.

Sesuai dengan pasa 9 Qanun Nomor 4 taliun.2008 dimana di bawah

Pemerintah Kecamatan terdapat Pemerintah Mukim/yang berkedudukan sebagai

unit pemerintahan yang membawahi beberdpa gampong yang berada di bawah

dan bertangung jawab kepada Camat.

4). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatdn Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Untuk, meyelenggarakan tugas pokok tersebut Kelompok Jabatan

Fungsional diatur sesuai Bab III pasal 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2008, yaitu:

(1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
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(3). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

(4). Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5). Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Keadaan Karyawan

Pemerintahan Kecamatan Birem Bayeun Kabupatén Aceh Timur terdiri
dar 45 orang yang terdiri dari:

a. 25 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah.
b. 4 orang Tenaga Honorer Daerah’
c. 16 orang Tenaga Bakti.

Sampai pertengahan tahun 2009 jumlah karyawan Kantor Camat Birem
Bayeun Kabupaten, Aceh Timur adalah 45 orang. Karyawan tersebut terdiri dari
berbagai latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan karyawan Kantor Camat
Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur menurut latar belakang pendidikan dan

golongan kepangkatan seperti Tabel 4.2.
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Tabel 4.2.Karyawan Kantor Camat Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur
Menurut Latar Belakang Pendidikan dan Golongan Kepangkatan

Tingkat Golongan
Pendidikan 111 11 TH TB**)
Jml| % |Jml| % |Jml| % Jml %
SD - - - - - - 2 12.50
SLTP - - - - - - 4 25.00
SMEA 1 833 | 4 [ 3077 | 3 | 7500 - -
SMA - - 9 16923 | - - 10 | 62.50
S-1 Tehnis 3 2500 | - - 1 | 2500] - -
S-1 Non Tehnis 8 | 66.67 | - - - - - -
Jumlah 12 | 100,00 | 13 | 100,0 | 4 | 100,00 | 16 | 100,00
0

Sumber : Kantor Camat Birem Bayeun, 2009
Keterangan : *) TH = Tenaga Honorer Daerah. **)TB = Tenaga Bakti

Dari Tabel 4.2. terlihat bahwa 12 orang (26,67%) karyawan Kantor Camat
Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur golongan III, yang terdiri dari satu orang
(8,33%) berpendidikan SMEA, tiga orang berpehdidikan S-1 Teknis (25,00%),
dan delapan orang (66,77%) berpendidikan"S-1 Non Tehnis. Selanjutnya ada 13
orang (28,88%) karyawan golongap’ II\yang terdiri dari empat orang (30,77%)
berpendidikan SMEA dan sembilan” orang (69,23%) berpendidikan SMA.
Disamping itu ada empatorang (8,89%) karyawan Kantor Camat Birem Bayeun
Kabupaten Aceh Tistvur\berstatus Honorer Daerah yang terdiri dari tiga orang
(75%) berpendidikan 'SMEA dan satu orang (25%) berpendidikan S-1 Tehnis,
serta ada 16 orang (35,56%) karyawan berstatus sebagai Tenaga Bakti yang
masing-masing terdiri dari dua orang (12,50%) berpendidikan SD, empat orang
(25,00%) berpendidikan SLTP, dan 10 orang (62,50%) berpendidikan SMA.
B. Profil Respoden

Dari 17 responden yang dikirimkan, 15 kuesioner yang kembali tetapi

hanya 13 dari 15 kuesioner tersebut yang diisi lengkap dan selanjutnya dapat
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digunakan dalam penelitian ini. Untuk jelasnya mengenai distribusi responden
berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel. 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
Umur (Tahun) Lakiaki Perempuan Tota
Jml. % Jml. % Jml. %
< 30 3 23.08 - - 3 23.08
31 - 40 4 30.77 1 7.69 5 38.46
41 - 50 2 15.38 1 7.69 3 23.08
51 - 60 2 15.38 - - 2 15.38
Total 11 84.62 2 15.38 3 100.00

Sumber : Hasil Penelitian 2009 ( Data Diolah )
Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas fesponiden yang terlibat

dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan” pémbangunan di kecamatan
Birem Bayeun terdiri dari dominan jenis kelamin 1aki-laki sebanyak 11 orang
(84,62%) dan perempuan dua orang (15:38%):

Dari Tabel 4.3 di atas mentnjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh
seorang laki-laki dan perempdan adaiah berbeda. Hal ini disebabkan adanya sistem
pelapisan sosial yang terbeiituk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan
derajat antara laki-laki‘dan perempuan. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan
menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Menurut
Soedarno, (1992) dalam Yulianti (2000), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar
seksualitas imi, golongan laki-laki memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan
golongan perempuan. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok laki-laki
akan lebih banyak ikut berpartisipasi dari pada kelompok perempuan.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi umur responden maka
diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki umur antara 31 — 40 tahun

A
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yaitu sebanyak lima orang (38,46%), kemudian diikuti responden dengan umur di
bawah 30 tahun dan umur antara 31 — 40 tahun masing-masing tiga orang
(23,08%) dan responden yang berumur 51 — 60 tahun sebanyak dua orang
(15,38%). Dar perhitungan di atas terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi
semuanya tergolong dalam usia produktif (15 - 60 tahun). Dari usia produktif
tersebut dominan berusia masih muda (kurang dari 41 tahun) yaitu 61,56% bila
dibandingkan dengan umur yang lebih tua (41 — 60 tahun) yaitu sebesar 38,44%. Hal
ini menunjukan adanya senioritas dalam berpartisipasi.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena
dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan.derajat-atas dasar senioritas,
sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda
dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan
(Soedarno, 1992 dalam Yulianti, 2000). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang
untuk berpartisipasi (Slamet, 1994). “Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih
berpengalaman atau senior, akan-lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal
menetapkan keputusan,

Mata pericahanan ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang.
Dengan demikiaf”dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan
akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam
pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan
sebagainya.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pekerjaan responden maka

diperoleh bahwa semua responden adalah merupakan tokoh masyarakat di desa.
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Sebagian besar responden memiliki pekerjaan kepala desa yaitu sebanyak 6 orang
(46,15%) dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya 43,84% berjenis
pekerjaan sebagai wiraswasta (38,46%) dengan jenis kelamin tiga laki-laki dan 2
perempuan, dan PNS sebanyak dua orang (15,38%) dengan jenis kelamin laki-laki.
Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi responden berdasarkan pekerjaan dan
jenis kelamin dapat dilihat Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarakan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total
Jml. % Jml. % Jmil. %
Kepala Desa 6 46.15 0 - 6 46.15
PNS 2 15.38 0 - 2 15.38
Wiraswasta 3 23.08 2 1538 5 38.46
Total 11 84.62 2 15.38 13 100.00

Sumber : Hasil Penelitian 2009 ( Data Diolah ).

C. Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Partisipasi masyarakat\Birem Bayeun dalam perencanaan pembangunan
dianalisis dari empaty aSpek, yaitu (1) keterwakilan  masyarakat dalam
pembangunan, (2)“keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas
pembangunany, dan” (3) keterlibatan masyarakat terkait konsensus keberadaan
pembangunan di daerahnya. Berikut ini temuan penelitian dan bahasan dari tiga
aspek tersebut.
(1) Keterwakilan masyarakat dalam pembangunan
Bahasan mengenai keterwakilan masyarakat pertama-tama akan dilihat
dari pemahaman masyarakat (dalam hal ini responden) terhadap perlunya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mayoritas responden
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(92,00%) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini
seluruh pemangku kepentingan, agar dapat mencari prioritas pembangunan.
Seorang responden (8,00%) menjelaskan perlunya menampung aspirasi
masyarakat ini sebagai pemahaman masyarakat terhadap perlunya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, observasi
terhadap penemuan yang diadakan untuk menyusun perencanaan pembangunan
belum memperlihatkan partisipasi masyarakat, hal disebabkan belum
dilaksanakannya Musrenbangdes di tingkat desa dalam kecamatan Birem Bayeun
melainkan hanya baru dilaksanakan di tingkat kecamatan,

Tingginya pemahaman masyarakat terhadap.fungsi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan, dibarefigi“juga dengan tingginya pengetahuan
responden tentang peraturan yang/merngharuskan pelibatan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan ini~ Hal ini terlihat sebanyak 77,00 % responden
dengan tepat menyatakan bahiwa UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan dasar
hukum yang mengatur-keterlibatan masyarakat ini. Dari hasil wawancara
dengan bapak Abduallah kepala desa Paya Bili Dua sebagai salah seorang
responden yang terlibat dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di desanya, dimana beliau memahami tentang isi dari UU Nomor
32 Tahun 2004.

Masyarakat juga mengetahui bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dilakukan melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam  dan

musrenbangkab dan forum SKPD Kabupaten seperti yang tercermin dari jawaban
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responden (84,00%). Meskipun demikian kenyataan di lapangan dari hasil
wawancara dengan salah seorang responden mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun dalam pembangunan dapat
dikatagorikan kurang baik karena di Kecamatan Birem Bayeun belum
dilaksanakan Musrenbang Desa. Musrenbang baru dijalankan setahun sekali di
tingkat Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Kepala
Desa, Ketua LKMD yang ada guna menentukan skala prioritas pembangunan.

Peran masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun dalain pembangunan
sangat dibutuhkan keikutsertaannya dalam pembangunan, hal ini ditandai dengan
tidak hadiranya masyarakat setiap tahun sekali{pada’‘Musrenbang tingkat
Kecamatan untuk mengemukakan pendapatnya ber(ipa usulan yang mengarah
terhadap pembangunan di desanya yang mentihak kepada rakyat.
(2) Keterlibatan masyarakat dalam skala ‘prioritas pembangunan

Bahasan mengenai ket€rlibatann masyarakat dalam skala prioritas
pembangunan pertama-tdmad akan dilihat dari pemahaman masyarakat (dalam hal
ini responden) terhadap” tujuan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan, Pada umumnya responden (77,00%) menyatakan bahwa tujuan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan lebih
ferarah dan masa depan pembangunan lebih jelas. Selanjutnya pelaksanaan
musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam hal ini apakah sudah
dilibatkan Stakeholder, LSM dan Organisasi profesi. Pada umumnya (92%)
responden memberi jawaban belum melibatkan Stakeholder, LSM dan Organisasi

profesi dalam Musrenbangdes. Hal ini jelas bahwa di tingkat desa memang
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belum dilaksanakan Murenbangdes akan tetapi baru dilaksanakan pada tingkat
kecamatan.

Dari hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa di tingkat
Kecamatan Birem Bayeun jelas terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam
skala prioritas pembangunan belum dirasakan, hal ini terlihat dengan
diikutsertakan stakeholders pemerintah pada setiap kegiatan Musrenbang tingkat
Kecamatan guna untuk menyampaikan usulan rencana kegiatan pembangunan
dari arus bawah sebagaimana diharapkan oleh undang-undang yang berlaku.

(3) Keterlibatan masyarakat tentang konsensus keberadaan jpembangunan di
daerahnya

Bahasan mengenai keterlibatan masyarakat tentang konsensus keberadaan
pembangunan di daerahnya pertama-tama akan dilihat dari masyarakat (dalam hal
ini responden) terhadap dapat tidaknya masyarakat mengakses dokumen
perencanaan dan anggaran. .. Pada umumnya Mayoritas informan (85,00%)
menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat mengakses dokumen perencanaan dan
anggaran di desa mereka, dan sedikit sekali responden (15%) memberi jawaban
bahwa responden ‘tidak mengetahuinya, hal ini terlihat bahwa dari hasil
wawancara dengan responden tidak adanya realisasi kegiatan pembangunan di
daerah disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga apa yang
diinginkan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik, sedangkan yang
seharusnya apa yang diharapkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
baik atas nama wadah/lembaga maupun perorangan untuk dapat memberikan

masukkan (buah pikiran), seperti dari LSM dan swasta, karena dengan
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keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menampung
aspirasi dan inspirasi dalam konsensus skala prioritas perencanaan pembangunan
yang memihak kepada kepentingan rakyat.

Masyarakat Birem Bayeun mayoritas (92%) dari hasil wawancara
menerangkan bahwa forum delegasi dari masyarakat pada umumnya belum
terlibat dalam konsultasi publik baik tingkat eksekutif maupun legislatif tentang
RAPBK, RKPD dan Renja SKPD.

D. Keterlibatan Stakeholder dalam Semua Tingkat Penjaringan” Aspirasi
dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan akah jtepat sasaran, terlaksana
dengan baik dan dapat dimanfaatkan hasilpya, apabila perencanaan tersebut
benar-benar memenuhi kebutuhan masydrakat,” Hal itu dimungkinkan terjadi,
khususnya dalam pembangunan riasyarakat Kecamatan Birem Bayeun jika
masyarakatnya di libatkan mulai“dari proses penyusunan rencana sampai proses
pembangunan, evaluasi {dan findak lanjut. Adapun hal-hal yang menyangkut
dalam penelitian ini, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan di
Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut.

(1) Keterwakilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Bahasan mengenai keterwakilan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan diawali dari apa tujuan musyawarah perencanaan pembangunan.
Pada umumnya responden (84%) memberi jawaban tentang tujuan Musrenbang
adalah untuk mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses

pengambilan keputusan perencaaan dan optimalisasi pemanfaatan dana yang
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tersedia terhadap kebutuhan pembangunan serta untuk menfasilitasi pertukaran |
(sharing) informasi, pengembangan konsunsus dan kesepakatan atas penanganan
masalah pembangunan daerah.

Pemahaman mengenai istilah perencanaan pembangunan oleh responden
sudah dirasakan mengetahui maknanya. Hal ini terlihat sebanyak 76,00 %
informan dengan tepat menyatakan bahwa istilah perencanaan pembangunan
merupakan satu proses yang berkesinambungan yang mengkacup keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang dan mengacu ke
masa depan serta sebagai alat untuk mencapai tufuan, ‘Dari hasil wawancara
dengan bapak M. Thaib kepala desa Alue{ Candng sebagai salah seorang
responden yang terlibat dalam semua tingkat penjaringan aspirasi dan partisipasi
perencanaan pembangunan di desafiya, \dimana beliau dapat memberi jawaban
penyelenggaraan musrenbanag ‘di tingkat desa belum dilaksanakan.

(2) Keterlibatan masyarakat dalam menentukan skala prioritas perencanaan
pembangunan di kecamatan

Dari hasil'kuestioner diperoleh bahwa dalam kegiatan Musrenbang tingkat
Kecamatan Birem Bayeun pada setiap tahunnya dimana masyarakat belum
dilibatkan untuk memberikan gagasan atau aspirasi guna menyusun skala prioritas
pembanguan yang dibutuhkan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana maksud dari Musrenbang adalah
suatu forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional

dan rencana pembangunan daerah, serta untuk mensinergikan berbagai sumber
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pedoman pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap sistem perencanaan
pembangunan nasional, dibarengi juga dengan tingginya pengetahuan responden
tentang maksud istilah RPJMD. Hal ini terlihat sebanyak 85% responden
dengan tepat menyatakan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan dasar
hukum yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Selanjutnya pada umumnya (92%) responden mengetahui apd yang dimaksud
dengan RPJMD. Dari hasil wawancara dengan bapak Nurdin'/Ahmad Sekretaris
desa Alue Canang sebagai salah seorang responden 4tau.niasyarakat yang terlibat
dalam menentukan skla prioritas perencanaan/pembangunan di desanya, dimana
beliau memahami tentang isi dari UU Nomer 25 Tahun 2004.

(3) Keterlibatan masyarakat dalam Bettom Up Planning

Bahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam Bottom Up Planning
diawali dengan pemahamari responden tentang apa maksud dari Musrenbang yang
dilaksanakan tiap-tiap, tahun di kecamatannya. Pada umumnya responden (84%)
mengerti tentang)ymaksud Musrenbang, dimana responden memberi jawaban d
dimana a dan b benar yaitu tujuan musrenbang adalah merupakan forum antar
pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangﬁnan nasional dan rencana
pembangunan daerah serta merupakan forum SKPD untuk mengsinargikan
berbagai sumber pendanaan pembangunan. Namun di era desentralisasi sekarang
ini perencanaan pembangunan di daerah penelitian pada umumnya responden

(92%) memberi jawaban bahwa perencanaan pembangunan di wilayah mereka
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belum diterapkan secara Bottom Up Planm'ngk melainkan secara 7op Down
Planning. Hal ini sesesuai dengan hasil wawancara dengan salah secorang tokoh
masyarakat di desa Peutow kecamatan Birem Bayeun yaitu bapak Yusuf Djamil,
dimana beliau mengatakan bahwa kenyataannya sejumlah kegiatan proyek yang
ada di daerahnya jika pemerintah membangunnya selalu tanpa diawali dari bawah
(Bottom Up Planning), sehingga dalam perencanaan dari arus bawah belum
terakomodir sepenuhnya, hal ini mungkin disebabkan karena mengingat luasnya
wilayah dan ketersediaan anggaran yang ada  sangat terbatas sehingga
mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam “Botiom Up Planning
dalam penyusunan rencana anggaran tahunan.

(4) Keterwakilan masyarakat dalam pereicanaan pembangunan sebagai

keterpihakan pada rakyat.

Bahasan mengenai keterwakilan® masyarakat dalam perencanaan
pembangunan sebagai keterpihakan/pada rakyat diawali dengan mekanisme yang
berlaku dalam pelaksanaan‘perencanaan pembangunan. Hasil wawancara dengan
responden dimanas sebagian besar (61%) responden memberi jawaban bahwa
perencanaan pemibangunan belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang
berlaku.  Selanjutnya pada umumnya (84%) menurut responden bahwa
perencanaan pembangunan sckarang ini belum memihak kepada rakyat,
masyarakat dan stakeholders non pemerintah.

Pemahaman responden tentang sumber daya manusia yang ada di
Kabupaten Aceh Timur baik di tingkat kecamatan Birem Bayeun maupun di

Kantor Bappeda Aceh Timur sebagian besar (69%) responden memberi jawaban
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SDM sudah cukup memadai dan selanjutnya SDM yang mempunyai kompetensi
yang memadai dibidang perencanaan pembangunan di kabupaten Aceh Timur
menurut responden sebagaian besar (76%) pembangunan memihak kepada rakyat.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Adji Djumiran Desa Buket
Lhee, dimana beliau mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada baik
ditingkat Kabupaten terutama di Kantor Bappeda Aceh Timur sudah memadai dan
perlu ditingkatkan lagi sehingga proses perencanaan pembangunan dapat
diharapkan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

E. Pelaksanaan Forum Partisipasi Masyarakat Tingkat Desa

Pada dasamya satu individu masyarakat di pedesaaan secara alami akan
cenderung memilih melakukan aksi bersama déngan‘individu lain ketika mereka
merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yafig ingin dicapai dan ketika mereka
merasa adanya ketidakpastian dan fesiko yang dihadapi jika bergerak sendirian.
Dalam hal ini masyarakat sangat memerlukan adanya suatu forum partisipasi
masyarakat dalam rangkd penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat desa
khususnya untuk ‘mensukseskan terlaksananya Musrenbang tingkat desa dan
tingkat kecamatan.

Adapun hal-hal yang menyangkut dalam penelitian ini khususnya dalam
pelaksanaan forum partisipasi masyarakat tingkat desa di Kecamatan Birem
Bayeun Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut.

(1) Keterwakilan Masyarakat Dalam Forum Musrenbangdes
Pembahasan mengenai keterwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang

tingkat desa di Kecamatan Birem Bayeun dapat dilihat dari hasil wawancara
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dengan responden bahwa pada umumnya (100%) responden memberi jawaban
bahwa belum dilaksanakannya forum partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam
perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak M.
Thaib seorang tokoh masyarakat yang merupakan kepala desa Alue Canang
kecamatan Birem Bayeun yang mengatakan bahwa di tingkat desa belum
diselengarakan musrebang dalam kecamatan Birem Bayeun, namun untuk tingkat
kecamatan masyarakat tidak diikut sertakan dalam forum Musrenbang untuk
menyusun rencana pembangunan desa tiap tahunnya. Hal ini bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dimana forum Musrenbang yang dilakukan semestinya secara
berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), dilanjutkan ke tingkat
kecamatan (musrenbang kecamatan) dam’) tingkat kabupaten (musrenbang
kabupaten). Rangkaian forum i menjadi bagian dalam menyusun sistem
perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap
tahunnya. Melalui musteribang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi
mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mereka bisa
terwakili dalam forum dimaksud.
(2) Keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbangdes

Bahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbangdes
diawali dengan pengetahuan masyarakat tentang maksud Musrenbangdes yang
merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa untuk mengatasi

permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah
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untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya. Hasil wawancara pada
umumnya (100%) responden memberi jawaban bahwa Musrenbangdes belum
dilaksanakan dengan baik di tingkat desa, schingga masyarakat belum terlibat
secara langsung dalam forum musrenbangdes. Selanjutnya mengenai pelaksanaan
forum Musrenbangdes secara berjenjang menurut hasil wawancara pada
umumnya responden memberi jawaban bahwa di tingkat desa belum
dilaksanakan, namun baru terlaksana pada tingkat kecamatan dan tingkat
kabupaten.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara secara mendalam dengan Abdullah
kepala desa Paya Bili Dua sebagai salah seorang fesporiden yang mengatakan
bahwa secara berjenjang forum musrenbangdes baru dilaksanakan di tingkat
kecamatan sedangkan di tingkat desa samipaisaat ini belum dilaksanakan karena
mengingat keterbatasan dana yang/tersedia belum ada baik dari pihak kecamatan
maupun kabupaten, sehingga ‘merngakibatkan masyarakat tidak terlibat secara
langsung dalam forum #Musrenbangdes. Hal ini bertentangan dengan Undang-
undang nomor 11, tahun” 2006 tentang Pemerintah Aceh Bab XX mengenai
Perencanaan\Pembangunan dan Tata Ruang, pasal 141 ayat (3) yang mengatakan
bahwa masyarakat terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun
tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota

melalui penjaringan aspirasi dari bawah.
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(3) Keikutsertaan Stakeholders Dalam Forum Partisipasi Masyarakat Tingkat
Desa

Bahasan mengenai keikut sertaan stakeholder dalam forum partisipasi
masyarakat tingkat desa ini diawali dari hasil wawancara dengan responden
dimana pada umumnya (92%) memberi jawaban bahwa pelaksanaan Musrenbang
tingkat kecamatan sudah dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Birem Bayeun
pada setiap setahunnya yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M. Yakop salah seorang tokoh
masyarakat di Desa Buket Lhee, yang mengatakan bahwa'tiap awal tahun sudah
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangaunan di tingkat kecamatan yang
ditkut sertakan pemangku kepentingan-~guna untuk menyusun rencana
pembangunan daerah.

Selanjutnya Musrenbang-kecamatan yang merupakan forum musyawarah
stakeholder kecamatan unfuk ‘mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa
serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan Birem Bayeun, sebagai dasar
penyusunan —Jencana kerja SKPD Kabupaten tahun berikutnya menurut hasil
wawancara dengan responden dimana pada umumnya (92%) responden memberi
jawaban bahwa sudah dilaksanakan dengan baik pada setiap awal tahunnya. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Helmi sebagai tokoh LSM di
kecamatan Birem Bayeun yang mengatakan bahwa setiap awal tahun, oleh pihak
perangkat desa, untuk mencari atau menyepakati skala prioritas pembangunan

berdasarkan atas konsesus bersama ststakeholders pemerintah dalam forum
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partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan Birem Bayeun, namun pihak
legeslatif (Anggota DPRK) sebagai forum penyampaian pokok-pokok pikiran
dalam penyusunan RKPD yang mengarahkan hasil reses dan penyaringan aspirasi
masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihan belum diikut sertakan. Hal ini
bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, pasal 45 mengenai salah satu kewajiban anggota DPRD pada poin (e)
yang mengatakan bahwa anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap,

menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan
seperti dibawah ini :

1. Proses Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan
Birem Bayeun yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten/Aceh Timur,
yang merupakan salah satu lembaga tahnis sesuai dengan (Qanun Nomor 3
tahun 2008 tentang SOTK Lembaga Tehnis Kabupafen Aceh Timur pada
Pasal 16 ayat ( 1) mempunyai kewenangannelaksanakan Musrenbang adalah
forum multi pihak terbuka yang seéara)bersama mengidentifikasikan dan
menentukan prioritas kebijakan“pembangunan masyarakat yang didasarkan
atas proses partisipasi multi'siakeholders, untuk mencapai konsensus bersama
mengenai skala prieritas, kagiatan pembangunan terkait anggarannya, baik
kegiatan Musrenbang pada tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat
kabupaten, yang melalui proses Bottom up Planning dan Top Down Planning,
yang aliran proses partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan dari bawah
keatas dan dari atas kebawah atau perpaduan keduanya sesuai dengan hirarki
Pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 25
Tahun 2004.

2. Keterlibatan stakeholders non Pemerintah (LSM, OMS, tokok masyarakat)

belum ada kelihatan dan keterlibatan pada musrenbang tingkat Kecamatan
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meskipun partisipasi mareka sangat dibutuhkan untuk memilik dan memilah
kegiatan mana yang dijadikan  sebagai konsensus bersama dengan
stakeholders pemerintah ( pejabat daerah/SKPD, Camat dan Kepala desa yang
terkait dengan kegiatan tersebut, baik tingkat desa, Kecamatan dan
Kabupaten) untuk menjadi skala prioritas perencanaan pembangunan dan
penganggaran tahunan, yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh
Bappeda Kabupaten Aceh Timur, yang diberikan kewewenangan untuk
melaksanakan Musrenbang sebagai forum proses partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan yang alur prosesnya dari tingkat desa,
Kecamatan dan kabupaten yang merupakan ruang 'lingkup penelitian di
Kecamatan Birem Bayuen.

3. Pelaksanaan Forum partisipasi masyarakap, baik tingkat desa, Kecamatan dan
Kabupaten, melalui Musyawarah ' Perencanaan Pembangunan yang
diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Timur, dari hasil penelitian
dan pengamatan belum ,diadakannya penyelenggaraan forum Musrenbang
Desa,yang merupakan tempat menampung dan penjaringan aspirasi dan
partisipasi,_masyarakat dalam setiap program pembangunan untuk mencapai
konsensus bersama dalam menciptakan dan melahirkan segala skala prioritas
pembangunan dari Bottom Up Planing maupun Top Down Planning atau
perpaduan antara kedua perencanaan tersebut, yang menjadikan substansi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD (Rencana Kerja

Satuan Kerja Pemerintah Daerah), dan dikordinasikan oleh Bappeda.
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4. Wahana penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan melalui forum Musrenbqng di Kecamatan Birem Bayeun
dalam rangka untuk mendapatkan konsensus berbagai skala prioritas
pembangunan, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun
keterlibatan masyarakat dalam skala prioritas pembangunan yang berdasarkan
konsensus bersama dalam keberadaan pembangunan yang dibutuhkan
masyarakat, hal ini terlihat dengan tidak diikutsertakan masyarakat
stakeholders non Pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbang) sebagaimana
diharapkan oleh undang-undang yang berlaku, kéterlibatan masyarakat
disemua tingkatan forum musrenbang, baik bottom up’planning maupun top
down planning masih kurang dari arus bawah (tingkat desa/gampong)..

B. Saran-Saran

1. Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Aceh Timur , dalam hal ini Bappeda
sebagai - lembaga tehnis, “ dis¢lenggarakannya Musrenbangdes  untuk
membuka peluang partisipasi aktif masyarakat dalam proses perancangan
pembangunan, -adanya’ keikutsertaan stakeholders non Pemerintah seperti
LSM, Swasta\dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai wahana proses
partisipasi dan penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang baik
ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk mencapai konsensus
bersama dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

2. DPRK Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini sebagai anggota dewan
terhormat, kedepan diharapkan agar dapat berkontribusi aktif dalam forum

Musrenbang, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan dan disesuaikan
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dengan jadwal reses pada daerah pemilihan pada pemilu, baik pada tingkat
Gampong, Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten, guna lebih effektif
menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang kebijakan pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran
tahunan.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini Bappeda, membentuk Tim
independen pada tingkat Kabupaten, yang anggotanya terdiri dari unsur
perguruan tinggi, LSM, OMS dan stakeholders pemerintah \" untuk dapat
menyusun program-program pembangunan yang transparan dan akuntabel
serta lebih fokus pada hasil musrenbangdes, (Kécamatan dan Kabupaten,
sehingga melahirkan suatu kebijakan yang’adil dan demokratis, dan
menjujung tinggi pentingnya ketetbukaan dan keterlibatan masyarakat
dalam menentukan arah kebijakan” pembangunan berdasarkan  pada
keburtuhan yang nyata (real need) bukan kebutuhan yang dirasakan (felt
need).

4. Pemerintah Kabupatén Aceh Timur, dalam hal ini, Bappeda, dalam
penyelenggaraan musrenbang Kabupaten, diselenggarakannya forum SKPD,
guna untuk menyampaikan berbagai program sektoral serta etimasi alokasi
anggaran sektoral berdasarkan usulan yang dibawa oleh delegasi dari

Kecamatan.
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Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama
2. Pekerjaan/Jabatan

3. Instansi/Lembaga

B. DAFTARPERTANYAAN:

4. Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan perencanaan pembangunan sudah sesuai
dengan keinginan masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun.

5. Menurut Bapak/Ibu, dalam proses perencana2n pembangunan sudah terlibat
atau ikut sertanya stakeholder (pemangku kepentingan) non pemerintah
(LSM, Swasta).

6. Bagaimana menurut (Bapak/Ibu, dalam pelaksanaan MUSRENBANG
(Musyawarah Pérencanaan Pembangunan) baik di tingkat desa, kecamatan
dan kabupaten; sudah ikut sertanya anggota DPRK (Daerah Pemilihan) yang
disesuaikan dengan jadwal reses yang ada pada setiap awal tahun.

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan (MUSRENBANG) sudah dilaksanakan pada tingkat desa

dalam Kecamatan Birem Bayeun, yang merupakan daerah fokus penelitian.

o0

. Apa menurut Bapak/Ibu, proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun, sudah mencerminkan

perencanaan dari bawah (Bottom Up Planning) dan dominan Top down
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pembangunan di daerah.
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(MUSRENBANGDA).
Dengan konteks diatas, Peneliti memohon kesungguhan Bapak/Ibu, untuk
memberikan jawaban yang tepat dan benar sesuai dengan kondisi sekarang ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
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PENELITI
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Lampiran 5.

PEDOMAN QUESIONER
PENELITIAN PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BIREM BAYEUN
PADA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PROFIL INFORMAN
1. Nama :
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Pekerjaan
5. Jabatan
6. Unit Kerja
7. Alamat :
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan berilak
tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

IIL. PARTISIPASI MASYARAKAT :

1. Bagaimanakah partisifasi masyarakat dalam pembangunan.
a. melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes)
b. melalui musyawarah rencana pembangurnan kécamatan (musrenbang)
c. melalui Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
d. a, bdancbenar

2. Mengapa harus adanya partisifasi masyarakat dalam perencancaan pembangunan
a. untuk mencari prioritas-pembangunan
b. untuk dapat menampung aspirasi
c. untuk dapat meménutii-semua stakeholder (pemanggku kepentingan)
d. a,bdancbenar

3. Peraturan/undang-undang mana yang mengharuskan melibatkan/partisipasi
masyarakat dalam perencaan pembangunan:
a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004
b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004
¢. Undang-undang nomor 17 tahun 2004
d. Tidak mengetahui

4. Menurut pendapat saudara partisifasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan :
a. Sudah optimal
b. Sangat optimal
c. Belum optimal
d. Tidak mengetahui

5. Dalam partisifasi masyarakat pada pembangunan di kecamatan birem bayeun,
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6. Untuk partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dalam
musrenbangdes (musyawarah perencaan pembangunan desa) sudah ikut sertakah
anggota DPRK :

a. Sudah

b. Belum

c. Tidak mengetahui
d. adanbsalah

7. Apa tujuan partisipasi masyarakat dalam perencaan pembangunan :
a. Pembangunan lebih terarah
b. Masa depan pembanguan lebih jelas
c. Tidak mengetahui
d. adanb benar

8. Sudahkah Forum delekasi dan masyarakat pada umumnya terlibat dalam konsultasi
publik baik tingkat eksekuif maupun legislatif tentang :
a. RAPBK
b. RKPD
¢. Renja SKPD
d. a, b dan ¢ benar
9. Sudahkah pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) yang
melibatkan :
a. Stake holder
b. LSM
¢. Organisasi propisi
d. adanb benar

1. PERENCAAN PEMBANGUNAN

1. Apa tujuarrmusyawarah perencaan pembangﬁnan (musrenbang) :
a. Mendorpng pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan
kepufusan perencaaan.
b. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
c. Menfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsunsus dan
kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
d. a,bdancbenar

2. Apa maksud musyawarah perencaan pembangunan :
a. Merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah.
b. Merupakan forum SKPD untuk mengsinarjikan berbagai sumber pendanaan
pembangunan.
¢. Tidak mengetahui
d. adanb bepar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40508.pdf

. Apa istilah perencaan pembangunan :

a. satu proses yang berkesinambungan yang mengkacup keputusan- keputusan atau
pilihan-pilihan berbagai artenatif pengunaan sumber daya untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

b. Mengacu ke masa depan

¢ Alat untuk mencapai tujuan

d. a,bdanc benar

. Bagaimanakah mekanisme persediaan data untuk perencaan pembangunan di
daerah:

a. Komasi BPS setempat

b. Komasi dengan stake holder

c. kornasi antar SKPD / sektoral

d. tidak mengetahui

. Apadiera desetralisasi sekarang ini sudah mulai dilakukan dengan :
a. Bottom up Planning

b. Top down Planning

c. Perpaduan Bottom up dan Top Down.

d. Tidak mengetahui

. Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang :
a. sistim perencaan pembangunan nasiopal

b. sistim perencaan pembangunan daerah

c. sistim pemerintah daerah

d. tidak mengetahui

. Apa perencanaan/ pembangunan sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang
berlaku:

a. belum

b. sudah

c. tidak mengetahui

d. adanbsalah

. Apa perencanaan pembangunan sekarang ini sudah memihak kepada:

a. Rakyat

b. Masyarakat

c. Pemerintah

d. adanb benar

. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
(RPIMD) :

a. Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode lima tahun

b. Dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode satu tahun

c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk 10 tahun.
d. tidak mengetahui
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10. Apa sumber daya manusia (SDM) pada bappeda kabupaten aceh timur sudah
mempunyai kompentensi dalam perencanaan pembangunan yang memadai :
a. Sudah
b. Belum
¢. Cukup memadai
d. Tidak mengetahui
11. Jika Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai kompetensi yang memadai dibidang
perencaan pembangunan di kabupaten aceh timur maka pembangunan memihak
kepada :
a. Rakyat
b. Pejabat
¢. Kolomerat
d. Tidak mengetahui

IV. PELAKSANAAN FORUM PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan forum partisipasi masyarakat di tingkat
desa’kelurahan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun sudah
dilaksanakan ? :
a. Belum dilaksanakan
b. Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
c¢. Tidak mengetahui
d. adanb salah

2. Musrenbangdes yang merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa untuk
mengatasi permasalahan desanya dan” pihak yang akan terkena dampak hasil
musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya. Apakah sudah
terlaksanakan dengan baik 2

a. Belum dilaksanakan dengan baik
b. Sudah dilaksatakan déngan baik
c. Kadang-kadang dilaksanakan

d. Tidak mengetahui

3. Apakah Torum musyawarah perencanaan pembangunan telah dilaksanakan secara

berjenjang, /baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten?

a. Belum dilaksanakan

b. Sudah dilaksanakan

¢. Kadang-kadang dilaksanakan

d. Tidak mengetahui

4. Musrenbang yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, apakah sudah
terlaksanakan dengan baik di kecamatan Birem Bayeun ?

a. Belum dilaksanakan

b. Sudah dilaksanakan

c. Kadang-kadang dilaksanakan
d. Tidak mengetahui
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5. Musyawarah Kecamatan yang merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan
lintas desa di kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD
kabupaten tahun berikutnya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik ?

a. Belum dilaksanakan dengan baik
b. Sudah dilaksanakan dengan baik
c. Kadang-kadang dilaksanakan

d. Tidak mengetahui

PENELITI RESPONDEN/INFORMAN
Drs. SAIFUL (ceeeresvennnnsenasnaneeasaensans )
NIM. 015153164
Mahasiswa Pasca Sarjana UT
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Lampiran 6. Hasil Kuestioner

A. PROFIL INFORMAN
1. Usla dan jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin Total
Umur (Tahun) Laki-laki Perempuan
Jmi. % Jmi. % Jml. %
< 30 3 23.08 - 3 23.08
31 -4 4 30.77 1 7.69 5 38.468
41 - 50 2 15.38 1 7.69 3 23.08
51 - 60 2 15.38 - 2 15.38
Total 11 84.62 2 15.38 13 100.00
2. Pekerjaan Informan
Jenis Kelamin
Pekerjaan Laki-taki Perempuan Total
Jml. % Jml. % Jmi! %
Kepala Desa 8 48.15 0 - 6 48.15
PNS 2 15.38 0 - 2 15.38
Wiraswasta 3 23.08 2 15.38 5 38.46
Total 1 84.62 2 1538 13 100.00
B. Partisipasi Masyarakat
1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalaim pembangunan.
a. melalui musyawarah rencana pémbangunan desa (musrenbangdes)
b. melalui musyawarah rentaria pémbangunan kecamatan (musrenbang)
¢. melalui Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
d. a, bdan c benar
=1
2
a3
04
84%
2. Mengapa harus adanya partisipasi masyarakat dalam perencancaan

pembangunan

a. untuk mencari prioritas pembangunan

b. untuk dapat menampung aspirasi

¢. untuk dapat memenuhi semua stakeholder (pemanggku kepentingan)
d. a, bdanc benar
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3. Peraturan/undang-undang mana yang mengharuskan melibatkan/partisipasi

1 2 3
0% 8% 0%

masyarakat dalam perencaan pembangunan:

a.

aog

Undang-undang nomor 32 tahun 2004
Undang-undang nomor 25 tahun 2004
Undang-undang nomor 17 tahun 2004
Tidak mengetahui

|1
N2
o3
04

4, Menurut pendapat saudara partisipasi magyarakat dalam perencanaan
pembangunan :

a.

b.
c.
d.

Sudah optimal
Sangat optimal
Belum optimal

Tidak mengetahui \

8% 0%

et

3
92%

5. Dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan di kecamatan Birem
Bayeun, dapatkah masyarakat mengakses dokumen perencanaan dan
anggaran : '

a.

b.
c.
d

Tidak dapat mengakses
Dapat mengakses
Tidak mengetahui
adanb salah
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6. Untuk partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dalam
Musrenbangdes (Musyawarah Perencaan Pembangunan Desa) sudah ikut

sertakah anggota DPRK :
a. Sudah

b. Belum

c. Tidak mengetahui

d. adanb salah

7. Pelaksanaan Musrenbangdes (Musyawarah, Perericaan Pembangunan Desa)

at
n2
a3
04

sebagai forum partisipasi masyarakat-sudahkah dilaksanakan :

a. Belum

b. Sudsh

c. Tidak mengetahui
d. adan b salah

8. Apa tujuan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan :

a. Pembangunan lebih terarah

b. Masa depan petnbariguan lebih jelas
c. Tidak mengetahui

d. adan b benar

%
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9. Sudahkah Forum delegasi dan masyarakat pada umumnya terlibat dalam
konsultasi publik baik tingkat eksekutif maupun legislatif tentang RAPBK,
RKPD dan Renja SKPD :

a. Sudah
b. Belum
c. Kadang-kadang
d. Tidak mengetahui.
3 4 1
0%8% 0% T
B2
a3
04
2
92%

10. Sudahkah pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes)
melibatkan Stake holder, LSM dan Organisasi profesi ?:

a.

b
c.
d

Sudah

. Belum

Kadang-kadang

. Tidak Mengetahui

—

C. Perencanaan Pembangunan

5. Musyawarah Kecamatan yang merapakan forum musyawarah stakeholder kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan
lintas desa di kecamatan. tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD
kabupaten tahun berikufnya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik ?

ae op

Belum dilaksanakan dengan baik

Sudah dilaksanakan dengan baik

Kadang-kadang dilaksanakan

Tidak menoetahni

1 23
8%0%9%
—
4
84%
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2. Apa maksud musyawarah perencaan pembangunan :
a. Merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan  nasional dan rencana pembangunan dacrah.
b. Merupakan forum SKPD untuk mengsinergikan berbagai sumber
pendanaan pembangunan.
c. Tidak mengetahui
d. adanb benar

8% gou3

m1
m2
o3
04

4
84%
3. Apa istilah perencaan pembangunan :

a. satu proses yang berkesinambungan yang mengkacup keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengunaan sumber
daya untuk mencapai tujuan-tujuan terteniu”pada masa yang akan
datang,

b. Mengacu ke masa depan

¢ Alat untuk mencapai tujuan

d. a, bdan c benar

\ Z

4
76%

4, Bagaimanakah mekanisme persediaan data untuk perencaan pembangunan
di daerah :
a. Koordinasi dengan BPS setempat
b. Koordinasi dengan stake holder
c. koordinasi dengan antar SKPD / sektoral
d. tidak mengetahui
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. Apadiera desetralisasi sekarang ini sudah mulai dilakukan dengan :
a. Bottom up Planning

b. Top down Planning

¢. Perpaduan Bottom up dan Top Down.

d. Tidak mengetahui

34 1
0% 8% 0%
w1
u2
as
a4

2
92%
. Undang-undang RI nomor 25ahun2004 tentang :
a. sistim perencaan pembangundn nasional
b. sistim perencaan pembangunan daerah
c. sistim pemerintah.dacrah
d. tidak mengetahui
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7. Apa perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dengan mekanisme

yang berlakut:
a. belum
b. sudah
c. tidak mengetahui
3
31% B
B2
a3
Q4
2
8%

8. Perencanaan pembangunan sekarang ini sudah memihak kepada:
a. Rakyat

b. Masyarakat
¢. Pemerintah
d. adanb benar .
2

8% 8%

L 81
m2
a3

4 B -
53% 3 04

31%

9. Apa yang dimaksud dengan peréncanaan pembangunan jangka menengah
daerah (RPIMD) :
a. Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode lima tahun
b. Dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode satu tahun
c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk 10
tahun.
d. tidak mengetahui

3 4
0% 8%
u1
u2
a3
04
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10.

1.

Apa sumber daya manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Aceh Timur
sudah mempunyai kompentensi dalam perencanaan pembangunan yang
memadai :

a. Sudah
b. Belum
c. Cukup memadai
A TIAal smancatathei
4 1
8% 8% 2
|1
|2
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04
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Jika Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai kompetensi yang memadai
dibidang perencaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur-, “maka
pembangunan memihak kepada :

a. Rakyat

b. Pejabat

c. Kolomerat

d. Tidak mengetahui

; 4
" a1
m2
o3
04

1
76%

D. PELAKSANAAN FORUM PARTISIPASI MASYARAKAT TINGKAT DESA

1.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan forum partisipasi masyarakat di
tingkat desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan

Birem Bayeun sudah dilaksanakan ? :

a. Belum dilaksanakan

b. Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
c. Tidak mengetahui

d. adan b salah
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2. Musrenbangdes yang merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa
untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya.
Apakah sudah terlaksanakan dengan baik ?

a. Belum dilaksanakan dengan baik
b. Sudah dilaksanakan dengan baik
c. Kadang-kadang dilaksanakan

d. Tidak mengetahui

3. Apakah forum musyawarah pefencanaan pembangunan telah dilaksanakan
secara berjenjang, baik di tirigkat desa, kecamatan dan kabupaten?
a. Belum dilaksanakan
b. Sudah dilaksanakan
c. Kadang-kadang dilaksanakan
d. Tidak mengetahui

4. Musrenbang yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, apakah
sudah terlaksanakan dengan baik di kecamatan Birem Bayeun ?

a. Belum dilaksanakan
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a. Belum dilaksanakan

b. Sudah dilaksanakan

c. Kadang-kadang dilaksanakan
d. Tidak mengetahui

1t
.2
a3
04

5. Musyawarah Kecamatan yang merupakan forum musyawarah stakeholder
kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta
menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut, s€bagai dasar
penyusunan rencana kerja SKPD kabupaten tahun berikutny&; apakah sudah
dilaksanakan dengan baik ?

a. Belum dilaksanakan dengan baik
b. Sudah dilaksanakan dengan baik
¢. Kadang-kadang dilaksanakan

d. Tidak mengetahui
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